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ABSTRAK

Nama : Dzikki Mubammad
Program Studi : Pascasarjana
Judnl : Tinjavan tentang Status dan Kedudukan Hukum

Tenaga Kerja yang diperbantukan antar
Tastansi muenurat Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tenfang Ketenagakerjaan,

Tesis ini mernbahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja
yang diperbantukan menurnt Undang-Undarg No 13 Tahon 2003 tentang
Ketenagakerjaan dengan perumusan masalah mengenal pengaturan tentang
pekerja  perbantuan dalam Undang-Undang Ne 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban
pekeria vang diperbantukan dan bagsimans mekanisme penyelesain perselisihan
hubungan industrial antara perusahsan dan pekerja yang diperbantukan.
Metodologt vang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan alat
pengumpulan data Studi Kasus 8t PT Abscus Distribution Systems Indonesia dan
sludi kepustakazn di perpustakaan Universitas Indonesia. G Status pegawai
Giaruda tersebut menurut Perjanjian Keria Bersama Garuda Indonesia dengan
Serikat Karyawan Garuda (PKB Garuda) adalah pegawai perbantuan. Terminologi
status ini tidak dapat ditemul dalem UL No 13 Tshun 2003 tentang
Kctenagakerjaan. Namun jike meneliti febih lanjut dalam PKB Garuda dapat
disimpulkan bahwa status pegawai perbantuan inl mempunyai hak dan kedudukan
yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tenfang Ketenagakerjaan dikarenakan
terminofogi pegawai dalam PKB Garuda tersebut adzlah pegawal yang telah
melewatt masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dimana hal tersebut sesuai dengan
hubungan kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dalam Pasal 60
ayat 1 UU No 13 Tashun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dan kewapban
pegawai perbantuan juge terdapat dalam PKB Garuda dan Peraturan Perusahaan
Abacus {PP Abacus}, dimana dalam hal int Pegienjian Kerja Bersama dan
Peraturan Perusahaan merupakan saleh sata ketentuan dalam U No 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjsan. Hal inl membuat hak dan kewajiban pegawai
perbantuan dapat menjadikan UU No 13 Tahun 2003 sebagai acuan dan pedoman
hubungan kerja. Sebagaimana hubungan kerja vang terjadi di perusabaan
manapun, status pegawal perbantuan Garuda pun berpotensl akan lerjadinya
konflik. Hal ity dimungkiakan teriadi karena PKB Garuds dan PP Abscus tidak
mengatur secara rinct mengenai mekanisme pengajuan dan penarikan pegawal
perbantuan. Garuda scbagai induk perusabaan dan Abscus sebagal ansk
perusahaan perlu membuat mekanisme penyelesaian perselisihan  hubungan
industrial yang lebih jelas bilamana terjadi masalah yang berkaitan oleh pegawai
perbantuan, PKIB  Garuda sendiri telah mengadopsi mekanisme  biparirit
sebagaimana diamanatkan datam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisiban Hubungan Industrial

Kata Kunci : Pekerja, Hubungan Kerja Wakiu Tidak Terientu, Perjanjian Kerja
Bersama.
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Name : Dzikki Muhammad
Study Program : Post Graduate
Title : Eligible Status and Pesition Auxiliary Employee

hetween Company Pursuant t¢ Law Number 13
Year 2003 about Manpowership

This research used Normative Juridist and stady case at PT Abacus Distribution
Systems Indonesia, The dynamic of Business Enviroment make company should
be greative. Creating subsidiaries company ¢an be one of them. To ensure their
goal in the subsidiaries, the holding sent their worker to the new company. Garuda
Indonesia do the same thing with their subsidiarics, PT Abacus Distribution
Syetems Indonesia. The purpose of this stady is 10 know about eligible status and
position auxiliary employee between company pursuant to Law Number 13 year
2003 about Manpowership., The rescarcher suggest for  Garuda as holding
company to create a clear rules about the mechanism of auxiliary employer,
Unclear mechanism could make g dispute between the holding, employes and also
the subsidiarics company.

Keyword : ecmployee, working relatdonships for wncertain time, working
agreement
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BABI1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap usaha membutuhkan pekeria dan setiap orang membutuhkan pekerjaan,
Bekeria dilakukan manusia seiak dabulu kala, keturunan Adam dan Hawa bekesja
mencari makanan untuk tetap hidup begifupun dengan generasi seterusnya, Seiring
dengan herjalanoye wakte, manusia tidak lagi bekerja mencari makan tetapi mencar
vang guna mencukupt kebutuhan-kebutuhannya. Semua umat manusia wajib bekerja
Jika ingin bertahan hidop, jika tidak bekerja maka dipastikan mercka akan sangat
menderita.

Bekerja dapat dilakukan dengan bermacam-gsacam cara, bisa dengan bertani,
berdagang, berlayar, berkesenian dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh vang telah
disebutkan diatas, ada satu kesamaan yaitu dalem setiap usaha manusia untuk bekerja
mereka selalu membytuhkan pihak lain atay dibutubkan lebih dan satu pihak uniulk
dapat bekerja. Hal itu sesuai dengan garls manusia sebagai mahluk sosial dimana
manusia ity selale membutuhken manusia lainnya baik sadar mavpun secara tidak
sadar.

Dewasa inl mencari pekerjaan amatiah sulit, apalagi di Indonesta vang
memitiki jumlah penduduk sekitar 200 juta orang namun lapangan pekerjaan vang
tersedia sangatlah sedikit. Pada tahun 2803 jumlah pengangguran terbuka mencapai
11,19 jnta orang, dan jumiah tersebut semakin berpotensi bertambah karena dan
tahun ke tahun jumlah pengangguran terbuka selalu menunjukkan tren meningkat.’

Oleh karena sukarnya mendapatkan pekerjaan itulgh, setiap manusia akan

mempertahankan dengan sckuat tenaga apabila pekerpan yang dimiliki terancam

™ PERSS RELEASE APINDQ : Pemyempunamn UU Ne 13 Tohun 2003 Temiang
Ketenagokeriom Diperinkan Lintuk Meayelumotkan Bangsa Dart
Keterpurakan, Witp/iapindo orid/bandariikeVaW SmbywyNu==Te0012 07 19007 1 39860845 7eb3634
h9=68c43a063deb 7666747013137l 22 Febryari 2008.
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hilang. Upaya manusia uptuk mempertahankan dengan segala daya upava pekerjaan
mergka nulah yang rawan konflik. Di Indonesia dimana kondisi negaranya masih
merupakan negara berkembang, konflik ketenagakerjaan merupakan masalah yang
fazimy terjadl. Benturan antara pengusaha dan pekera, pengusaha dan pemerinigh
maupun pemerintah dengan pekerja merupakan hal vang umum, Masing-masing
pihak berupaya untuk memasukkan kepentingannya masing-masing sehingga gesekan
selalu rawan terjadi.

Sejarah mencatat babwa Partai Komunis Indonesiz (PEI) memupakan suatu
pergerakan yang didalamnya didukung oleh kawm buruh {pekerja). Apabila
mendengar kata buruh mungkin yang terpikir adalah pekerja kasar dan berpendidikan
rendah, PKI mendapat angin karena berusaha membela rakyat kecil, Stigma itu masih
melekat di pola pikir bangsa Indonesia sampai sekarang bahwa istilah buruh ity selalu
lekat dengan rakyat jelata, Padabal it sebesarmya tidak tepat, para pekega kerah
putih (whife colfar juga termasuk dalam terminologi buruh. Hal ity sesuad dengan
apa yang termuat dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang (IH]) No. 13 Tabhun 2003
Tentang Ketenagakeriaan yang berbunyi ™ “Pekeria/buruh adalah setiap crang yang
bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Munculnya istilah burvh yang dipersamakan dengan pekenjz im muncul
karena di dalam UU No 21 Tahua 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja istilah buruh
telah disandingkan dengan istilah pekerja. Penyandingan dua kata tersebut
dikarenakan Pemerintah menghendaki agar istilah buroh diganti dengan istilab
pekeria karena istilah burub selain berkonotasi pekeria kasar juga menggambarkan
kelompok yang selalu berlawanan dengan pihak majikan®.

Dalam setiap hubungan ketenagakerjaan ada dua pihak vang terlibat di
dalamnya vaitu pengusaha dan pekerja‘burub, Pengusaha {perusahaan} ita bisa terdiri
dari suatu badan hukum atau bukan dan juga bisa milik negara maupun swasta.
Sesual dengan sifat manusia sebagai mahluk sosial maka sudah pasti dalam

melakukan hubungan antar manusia itw terdapat perbedaan-perbedaan dan juga

* Laln Husni, Pengantar Hnkum Ketenagakerjaan Indonesia. cet. 4 (Jakarta: Rajagrafindo
Vorsadd, 20071 hal 20,
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persamaan. Perbedaan dan parsamaan itu dapat melahirkan perselisiban, pertentangan
atau konflik®. Dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah confliies atau
dispute.

Dispute a conflict or controversy; a conflict of claim and righis;an assertion
of aright, claim, or demand on one side, mei by contrary cleims or allegations
on the other. The subject of litigution; the matter for which a suit brought and
wpor which issue is joind, and in relation lo wich jurors are calfed and
witnesses examined.

Demikian pula kejadian didalam dunia kerja, perselisiban dan pertentangan
merupakan hal yang jamak terjadl. Setiap pihak mempunyai kebutuhan dan
kepentingan. Ketika kepentingan itu saling bertentangan maka akan teriadi konfiik.
Konflik yang sering mengemuka adalah ketika pegawai menuntut haknya kepada
pengusaha. Sebenamya secara garis besar pemerintah telah banyak mengeluarkan
regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan seperti UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyclesaian Persclisihan
Hubungan Industrial dan UL Mo 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja serta
masih banyak lagl

Apakah dengan dikeluarkannya berbagai UU dan peraturan lainnye dapat
menjamin tentang hilangnya konflik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan?
Jawabannva adalah tidak. Masikh sering dijumpai aks: mogok buruh, sengketa
penyelesaian kewajiban PHK  Akst mopok o bahkan sering mengarah menjadi
anarki dan pada akhirnve citra Indonesia semakin tercoreng karena para Invesior
menjadi enggan menanam modalnya di Indonesia. Ketika hal itu tegadi, yang rugl
adalah selurub bangsa karena potensi pajak yang diterima negara menjadi hilang,
lapangan pekesjaan tidak bertambah, penganggurac terus melonjak sehingga

perekonomian Indonesia terus terpuruk.

* Lalu Husni, Penyelesaion Perselisihan Hubungan Industricd Melali Pengadilon dan Di
{uar Pengadilan, cet. 2, (Jakana: Rajsprafindo Persada, 2005), hal 1.

* Henry Cambel Black, Black s Law Dictionary, {St. Paul Minn, West Publishing Co, 1979),
bl 424
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Salah satu hal yang menartk dan mungkin jarang diangkat adalah mengenat
pegawai yang diperbantukan darl satu perusahaan ke anak perusabaan lainnya.
Pegawat Perbantuan ini biasanya sering ditemut dalam instansi atau perusahaan yang
mempunyal unsar pemerintah didalamnya baitk pemerintab pusat maupun daersh.
Individu yang dijadikan pegawatr perbantuan biasanya mempunvai sk dan
kemampuan yang berguna untuk perusahaan tempat dia diperbantukan.

Ketika individu tersebut diputuskan untuk diperbantukan kepada perusahaan
lain muneul suatu pertanyaan, bagaimana hak dan kewajiban dan individu tersebut,
Memang hak dan kewajiban merupakan wewenang dan perusabagn asal i individu,
namun ada beberapa hal yang biasanya akan dipertanvakan individu tersebut, antara
lain ;

1. Pendapatan vang diterima;

2. Fasilitas vang diterima,

Sistern Kepepawaian;

o3

Didalam UTY No 13 Tahun 2003 tidak terdapat adanya pasal yang mengatur
mengenai pegawai perbantuan, padahal U tersebut merupakan pedoman bagi dunia
usaha dalam menjalanksn hubungan ketenagakerjaan. Memang masalab ini tidak
mengermuka karena tidak mendapatkan sorotan media massa, namun tetap saja periu
mendepatkan perhatian karena terdapat potensi akan terjadi penyimpangan hukum
apabila tidak ada panduan penyelesaian apabila terjadi masalah terhadap pegawal
perbantuan. Penyelesalan biasanya dapat dilakukan melalut mediasi ataupun jalan
kekeluargaan, namun tetap saja berpotensi menimbulkan permasalahan karena bisa
kedekatan antzra pegawasl vyang bermasalah dengan bagian vang berwenang
menangani dapat mengakibatkan hasil yang berbeda.

Oleh karepa tulah penulis terfarik untuk melakukan penelitian guna
memperjelas masalah sebagaimana tersebut di atas dengan judul
TINJAUAN TENTANG STATUS DAN KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA
YANG DIPERBANTUKAN ANTAR INSTANSI MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
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B. RUMUSAN MASALAH
Dari urzian diatas, penulis berusaha merumuskan beberapa permasalahan,
yaifu
1. Bagaimana UJU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang
status dan kedudukan pekeria yang diperbantukan?
Z. Bagaimana perlindungan hukum hak dan kewsjiban bagi pekerja yang
diperbantukan?
3. Bagaimana prosedur penyelésaian persehisihan hubungan industrial antara
pekerja yang diperbantukan dengan pengusaha?
O TUSUAN PENULISAN
1. Untuk mengetahul dan menganalisa bagaimana perlindungsn yang diberikan
1JU Ne 13 Tahun 2003 terhadap pekerja vang diperbantukan.
2. Untuk mengetahul bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak dan
kewajiban bagi pekerja yang diperbantukan.
3. Unink mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur penyelesaian
perselisihan antara pekerja yang diperbantukan dengan peagusaha
D. KEGUNAAN PENELITIAN,

Ada beberapa kegunaan sehubungaa dengan penelitian ini, sebagai berikut;

a. Teoritis :
i, Memberikan  sumbangan  pemikiran  dalam mngkﬁ
pengembangan bidang hukum pada umumnya, tmo hukom
pekeria pada kbususnya.
i Agar dapat menganalisa data dan keterangan yang diperoleh
sehubungan dengan peraturan-peraturan yang berlaku
b, Praktis

1. Maemberikan bahan masukan dalam proses pengambilan
kebitakan hukum vang berhubungan dengan hubungan
industrial  baik antsra  pemeriniab, pengusaba dan

buruh/pekeria.
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1.  Membertkan masukan mengenal adanya potensi masalah
vang akan muncul dalam suats hubupgan indusinal vang

berkaitan dengan perempatan pekerja.

E. METODE PENELITIAN.

L

Spesifikasi Peoelitian,

Menurut sifatnya, penelitian 1n1 Deskriptif Analitis yaitu memberikan gambaran

sangat jelas, sistematis dan akurat meogenai aspek yuridis tentang status dan

kedudukan hukum pekerja vang diperbantukan menurut UU No 13 Tzhuo 2003

tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Metode Pendekatan,

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian

hukum vang dilakukan dengan cara menelit! ilmu-ilmu hukum yang terdirt dar

asas-asas  hukum  dan  kaedah-ksedah hukum  vang  berkanan  hukum

ketenagakerjaan,

Jenis Data

Data sekunder, yaitu bahan-bahan kepustakaan yang terdiri daari

a.  Bahan-bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR,
Keputusan Presiden (Keppres), keputusan-keputusan  ataun  peraturan-
peraturan lainnya.

b.  Bahap-bahan hukum sekunder, yaita hasil penelitian, pendapat-pendapat ahli
hukum dalam bidang hukum pekerja, makalah-makalah dan artikel-astikel,

¢, Bahan-bahan hukum tersier, yaitu kamus yang menunjang dan memberikan
petuniuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Alat Pengumpuian Data

Studi kasus di PT Abacus Distribution Systems Indonesia dan studi kepustakaan

di perpustakaan Universitas Indonesia.
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5. Analisis Data
Penelitian imi menggunakan analisis kualitatif yuridis yaitu dengan menganalisis
teori-teori hukum yang berkaitan dengan status dan kedudukan hukuem pegawal
vang diperbanfukan menurat UL No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeryaan.

F. KONSEPSI PEMIKIRAN

Hubungan kerja antara Fengusaha dan Pekerja pada awalnya ditandai dengan
adanya ikatan antara mereka. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dan
pekerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja’. Selain itu hubungan kerja dapat
didefinistkan sebagai hubungan antara burh dan majikan yang terjadi setelah
diadakan perjanjian kerja oleh buruh dan majikan, dimana burubh menvatakan
kesanggupannyg unfuk bekera pada majikan dengan menenma wpsh dan dimana
majikan  menyatakan kesanggupannya ontuk  mempekerakan buruh  dengan
membayar upah’.

Dari pengertian diatas terlihat babhwa sama halaya dengan perianiian biasa,
perjanjian kerja juga melibatkan lebih dan dua pihak. Qleh karens itu syarat sahnya
perjanjian kerja juga sama seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdaia
yaitu

{1) Sepakat mercka yang mengrkatkan dirinya
{2} Cakap untuk membusat suatu perjanjian
{3} Mengenai suatu hal yang tertentu.

{4} Suatu sebab vang halal.

Dua syarat yang disebut pertama dikenal dengan syarat subyektif, karena
syarat-syarat tersebut berkaitan dengan orang-grangnya atau subyek yang membuat
suaty perjanjian. Sedangkan dua syarat ferakhir disebut syarat obyekiif karena

berhubungan dengan obyek dari suatu perjanjian atau hal vang dibust perjanjian.

* Lalu Husni, op.cit, hat 33,

*timan Socpomo, Pengantar Mukun Perburuiem, {(Jakanta Diarabatan, 1985), Hal 83,

Kitat Updang-undang Fakum Pevdata (thergerlifk Wesboek), ditcrjcmabkan oleh R. Subekti
dan R Fitrosudibic, (Jakaria ;| Pradnya Paramita, 1999, ps 1320,
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Ketidakhadiran empat syarat tersebut dalam  suatu  perjanjian  akan
mengandung konsekuensi bahwa perjanjian yang dilakukan akan melanggar hukum
atau mengandung suatu kecacatan hukum, Apabila dug syarat pertama yang dilanggar
maka akibatnya adalah dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat obyektif yang
dilanggar maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Pengusaha dalam tabap awal mempekerjakan pekerja/buruh mempunyal dua
pilihan dalam melakukan pengikatan keria. Tkatan tersebut diwujudkan dalam suata
perjanjian vang berdasarkan UL No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dibagi
dalarn 2 jenis yaitu : Perjanjian Kerja Wakiu Tertentu dan Perjanjian Kerja Wakiu
Tidak Tertentu. Berikut adalah unsur-unsur dalam Perjanjian Kerja:®

a. Adanya unsur pekerjaan;
b. Adanya unsur perintah dan;
¢, Adanya upah.

Perjanjlan Kerja Wakts Tertentu ditujukan untuk pekerja yang akan
melakukan suatu pekerjaan yang akan selesal maksumal 3 (tiga) tahun sementara
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu merupakan suaiu jenis perfanjian dimana si
pekerja diharuskan menjalanl masa percobaan selama maksimal 3 (tiga) bulan
Pengaturan tentang Perjanjtan Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak terientu dapat ditemui dalam pasal 36 sampai dengan Pasal 60 UL No 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Untuk Peganjian Kerja Wakiu Tidak Terientu sefelah masa percobaan selesal,
maka si pekerja dapat digngkat sebagal pegawal fetap atau justru karena dipandang
tidak baik kinerjanya maka diputuskan untuk tidak diangkat sebagai pegawal tetap
dari perusabaan tersebut.

Memjadi pegawai tetap dart suatu perasahaan adalah suatu hal vang menjadt
impian banyak orang. Hal itu disebabkan tenfu saja karena perbedaan fasilitas yang
diterima antara pegawai tetap dan pegawai kontrak, Perbedaan tersebut secara umum
dapat meliputi hal-hal sebagal berikut

a. Besaran Gaji Pokolk;

Uatu Husnd. Penganiar Hubuns .., ap.cit, hal 35
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b. Jenis Fasilitas vang diterima {contoh :kesehatan, bantuan cuti,
bantuan pendidikan dify;

c. Jaminan Masa Depan (contoh | asuransi jiwa, jaminan hari tua);

d. Peluang Karlr,

Menjadl pegawai tetap adalab tujuan awal setiap pekerja ketiks baru masuk
bekerja, Namun masalsh pekeria tidak hanya berhenti sampai disitu. Terkadang
Mansjemen suatu perusahaan menelurkan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang
berkenan bagt pegawai Hal-hal kepegawaian yang merupakan isu sensitif bagi
atmosfir kerja seringkali menjadi batu sandungan dalam interaksi antara manajemen
dan pegawal,

Manajemen perusahaan meémang mempunyal kewenangan dalam mengambil
kebijakan strategis guna menjalankan usshanyva Diantzranya adalah penempatan
pegawal. Perusahaan berhak untuk melakukan rotasi, muiasi dan demos dengan
alasan untuk meningkatkan performa perusabaan. Seiring dengan perkembangan
bisnis yang pesat, besar kemungkinan perusahaan melakukan ekspanst bisnis dan
memiliki banyak anak perusshaan. Dalam pembentukan anak perusahaan dapat
terjadi karena befurn adanya sumber daya manusia (SDM} yang cukup dalam
mengurus roda organisasi sl anak perusahasn maka perusahaan induk mengutus
beberapa pegawainya untuk membantu anak perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan adalah kalau pegewai kut mengurusi kelahiran
anak perusshaan bisa disebut sebagal tupas khusus dan masih berstatus scbagai
pegawal perusabsan asal. Namun ketika mak perusahaan  berkembang dan
membutuhkan perhatian penuh dari para pengurus bagaimana kedudukan pegawai
tersebut, Logikanys ketika seseorang masth dituntut untuk melskukan pekerjaan
ganda maka 1a akan meminta bayaran gands karena mempunyai 2 {(dua} tanggung
jawab. Tapi dari sisi perusahaan tentu saja jarang yang menyanggupi untuk
membayar pekerja 2 {dua) kall lipat apalagi ketika vang bersangkutan sama-sama
menduduki jabatan strategis di kedua perusahaan tersebut yang notabene mempunyai

penghasilan tidak sedikit,
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Untsk menanggulangi efek dari membayar 2 (dua) kali itu maka perusahaan
mduk memutuskan untuk memperbantukan pegawai tersebut. Kembali potensi
masalah muncul, bagaimana status kepegawalan pegawai tersebut, bagaimana
fasilitas yang diterima, bagaimana jenjang karir mereka ketika kembali ke perusahaan
induk. Efek domino yang muncul tersebut bisa diredam jika sistem kepegawsian dari
perusahaan induk maupun perusahaan yang difuju sudah matang dan bagus sehingga
permasalahan hak dan kewajiban pengusaha dan pegawai menjadi terang dan jelas.
Tentu saja dengan tetap berpegang pada kondor peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia,

Sepert yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya, efek domino bisa
diredam jika adanya sistem dan aturan kepegawaian yang jelas dari induk perusahaan
dan anak perusahaan. Tapi sebagai perusahaan bary, tentu saja jarang sebuah anak
perusahaan mempunyai aturan yang komprehensil sehingga tidak jarang mengambil
dari kepunyaan perusahaan induk.

Amran Kepegawaian dalam suatu perusahaan biasanya berupa Perianjian
Keria Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP} dan Perjanjian Kerja. PKB, PP dan
Perjanizan Kerja teiah diatur oleh Pemerintah dalamm Bab IX tentang hubungan kerja
dan Bab X! tentang Hubungan Industrial UU No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakeriaan.

Hubungan Keria itu teorjadi karens adanya perianiian kerja amara Pengusahs
dan pekerja/buruh’ UU meogatakan bahwa perjanjian dapat dibuat balk secara lisan
maupun tertulis. Secara keseluruhan syarat sahnya perjanilan kerja itu mempunya:
syarat yang sama dengan syarat sahnya perjangian dalam KUH Perdata.

D1 Indonesia sudah banyak perusahaan yang mengaplikasikan Perjanjian
Kerja Bersama untuk digunakan sebagai pedoman dan rambu-rambu dalam kaitannya
dengan hubungan antara Pengusaha dan Pekerja/buruh, Perjaniian Kerja Bersama
dapat ditemukan dalam Pasal 116 Bagian Ketujuh Bab X1 (U No 13 tentang

Ketenagakerjaan,

® H. Zainal Asikined., Dasar-doser Huekmn Perburuhan, col. | {Jakana Rajagrafinde
Persada, 19933 hal 65,
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Pasal tersebut menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah .

“Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atsu
beberapa Serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan demgan pengusaha atau
beberapa pengusaha™™.

Dalam Perjanjian Kerja Bersama tersebut Pengusaha dan Pekerja/buruh duduk
bersama dan saling bernegosiasi mengenal hal-hal yang berkenaan dengan hubungan
kerja antara Pengussha dan Pekerja/buruh. Tentu saja dalam hal ini Pekerja/buruh
diwakill oleh beberapa individu dan tidak keseluruhan. Biasanya suatu Pekerja/ouruh
membentuk suatu forum yang dapst membaws aspirasi mereka aehingga dalam
memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh mereka tidak diperlakukan
sewenang-wenang oleh perusahaan. Keberhasilan tujuan ini bisa dicapai jika dalam
mengorganisasikan dini mereka dilakukan dengan batk dan untuk tujuan bersama dan
bukan hanya untuk kepentingan segeiintir individu atau kelompok.

Organisast vang dibentuk oleh Pekerja/buruh berbentuk Sertkat Pekerfa telah
mempunyai cikal bakal sejak lama, tepatnya tanggal 19 September 1945 Seiring
dengan perkembangannya Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang

menyangkut serikat pekerja/buruby diantaranya adalah'? :

a.  Permenaker 05/MEN/1985 tentang Pendaftaran Organisast Pekeria,

b.  Permenaker Ne 3 Tahun 1993 tentang Persyaratan Orzanisasi Pekeria;

¢, Keppres No 83 Tabun 1598 tentang Pengesahan Konvens: ILO o 87
Tahun 1948;

d.  UUNo 21 Tabun 2000 tentang Serikat Buruh/Pekerja.

Kehadiran Serikat Buruh/Pekerja haruslah dipandang sebagai mitra oleh

Pengusaha dan bukannya merupskan sandungan dalam meniziankan roda bisnis

" Kirab Undang-undong Hukm Perdeta, op.cit, Pasal 1116
' Lata Hused, Pengantar Hukum Ketenagakerjamm..., op<it, hal 38,
** Ibid, hal 39.
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perusahaan. Pengusaha dapat memandang bahwa Serikat Buruh/Pekerja adalah
partner bisnis yang memastikan bahwa Pengusaha dalam melakukan bisnis tidak
melakukan tindakan-tindakan kepada para pekerjanya vang melanggar hukum di
{ndonesia. Keberadaan Serikat Pekerjo/Burnh dimaksudkan untuk memberikan
dulaingan bag semua anggotanya dalam hal inl pekerja/buruh.

Semua Pekerja/buruh bisa menjadi bagian dalam suatu Serkat tanpa
terkecuali. Termasuk bagi para pekerja yang menduduk suatu jabatan tertentu dalam
suatu perusshaan. Walaupun pemegang jabatan tersebut tidak bisa memegang jabatan
pengurus dalam organisasi serikat pekerja/buruh tersebut, tetap saja 1a masuk dalam
kategort pekeria.

Perianjian Kerja Bersama dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha
dan Pckerjg/Burah. Didalamnya dituangkan segala hal vang berkaitan dengan
hubungan kerja antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh. Biasanysa dalam Perjanjian
Keria Bersama tersebut memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain
Perjanjian Kerja Bersama diketahui pula adanya mengenai suatu bentuk wadah
pengaturan hubungan industrial yang dikenal dengan nama Persturan Perusahaan,

Perbedaan mendasar antara Peraturan Perusahaan dan Perianjian Keria
Bersama adalah bahwa dalars masa pembuatannya Peraturan Perusahaan itu tidak
memerinkan adanya persetujuan dan pekerjafburvh, Peraturan tersebut hanya perlu
diberitabukan kepada pekerja/buruh oleh Pengusaha. Sedangkan Perjanjian Kerja
Bersama itu selayaknya perjanjian padsz umumnya, diperlukan adanya kesepakatan
dari kedua belah pihak.

Perjanjian Kerja Bersama sendin bisa dipandang sebagai suatu lanjutan dari
Peraturan Perusahazn karena ULl No 1372003 memberikan kemungkinan suatu
Peraturan Perusahaan itu dirubah menjadi Perianjian Kerja Bersama ditengah masa
berlakunya Peraturan Perusahaan. Sementara jarang ditemui suatu Peganjian Kerja
Bersama dirubah menjadt Peraturan Perusahaan, walau UU No 13 Tabhun 2003
tentang Ketenagakerjaan sendiri tidak melarang hal tersebut dilakukan.

Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan itn berlaku dan mengikat

bagi seluruh pegawai dari perusahaan vang mengeluarkan Perjanyian Kerja Bersama
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dan atau Peraturan Perusahaan. Manajemen dan Pegawai harus mematuhi perjanjian
keria bersama ataupun peraturan perusahaan yang telah dikeluarkan. Yang mengadi
inti dari tulisan ini adalah tentang pekerja/buruh yang ditempatkan oleh Perusahaan
Induk ke anak perusahaannya Aturan manaksh yang vang mengikat bagi pegawai
tersebut, Aturan perusahaan induk atan aturan ansk perusabazan tempat yang
bersangkutan ditugaskan. Apakah sang anak perusahaan berhak uniuk memecat si

pegawal ketika yang bersangkutan melanggar aturan si anak perusahaan.

Untuk memudahkan dalam melakuksa penulisan hukum ini maka penulis
akan membagi tulisan ini menjadi beberapa bab yang terdii dari bagian-bagian
dengan perincian sebagai berikut
Bab 1. Pendalmiuan, dalam bab mi diuraikan secara singkat isi keseluruban dari tesis
ini guna memberikan informasl vang bersifat nmum dan menyeluruh. Secara
sistematis terdirt dan latar belakang masalah, twauvan dan kegunaan penelitian,

kerangka teoritis dan koonsspsional, metode dan sisteamnika penulisan.

A, iatar Belakang

B. Rumusan Masalah
. Tujuan Penulisan

D, Kegunaan Penelitian
E.  Metode Penelitian

E

Konseps! Pemikiran

Bab Il : Ketenagakeriaan di Indonesia, sejarah singkat hukwm pekeria, sumber hukum
pekerja, hubungan kerjs, periindungan bagi pekerja/boruh secara ymum  dan
hubungan industrial,

Bab HI : Profil Garuds Indonesia dan PT Abacus Distribution System Indonesia Hal-
hal vang berkaitan dengan pekeria perbantuan Garuda Indonesia sebagaimana
tercantumn  dalam  Perjangian Kerja Bersama Garudg Indonesia dan Peraturan

Perusahaan Abacus,
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Bab 1V : Perlindungan hukum bagi pekerja perbantuan dilihat dari sist perusahaan
asal, anak perusahaan dan si pekerja sendiri. Pembahasan mengenai mekanisme

penyelesaian permasalahan antara pekerja perbantuan, Garuda dan Abacus.

Bab V :Kesimpulan dan Saran

i nesi
Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH Ul, 2&695?&2‘52{38 Indonesia



BAB I}
KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

A. SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN

Hukum ketenagakerjgan di Indonegia dimulal dengan jaman perbudakan
pada jaman penjajahan Belanda dan Psnjaishan Jepang. Pada jaman Belanda
cendenung lebih mudab ditennd Hieratur mengenal perbudakan ketimbang jaman
Jepang. Hal mana disebabkan olsh tyjuan pemerintah jepang di Indonesia vang
beriujuan untuk mencari tentara guna refasvan sekule.

Sejarah hukum perburuban pads zaman penjajohan dapat dipecab-pecah
lagi yaitu dimulal dengan zaman perbudakan, zaman rodi, zaman poenale dan
zaman perburuhan modemn. D era perbudakan sesrang buruh Gidak mempunya
hak apapun yang ada hanyalah kewajiban vang tidak ada hentinva. Untuk zaman
rodifkeria pakss dimulal bersamaan dengan zaman perbudakan dan disnggap
secara resmi berakhir untuk Jawa dan Madura pada tanggai 1 Februeri 1938.1

Menurt imam Soepome secara paris besar Rodi ind dignlongkan menjadi
3 (tiga} golongan yaifzz” :

a  Rodi Gubsmermen : Rodi para gubernur dan para pegavwainya;

b.  Rodi Perorangan ; Rodi untuk kepsnlingan kepala dan pembesar-
pembesar Indonssia;

¢ Rodi Desa: Rodi untuk kepentingan desa,

Selam zaman rod: terdapat era poenale sanctie suafu masa di Hindia
Belanda dimana sudah terdapat hubungan antgra buruh dan majtkan tanpa adanya
paksaan dari siapapun'®. Hal dapat dibuktikan dengan adanya suatu keteniuan
§.1819 Nomor 10 Tahun 1819 vang menyebutkan bahwa '

&. Setiap peramjian kerja harus dibvat secara tertulls dan harus
didaftarkan di kantor kargsidenan,
b. Pendaflaran baru akan diterima apabila ternyata dalam parjanjian

keria tersebut lidak terdapal unsur-unsyr pemaksaan, ancaman,

41, Zainel Asikin, op.cit, hal 9
" Ibid, hat 15

" Ibid, hat 16.

¥ rbid, hai 2.

7 1hid,
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pemerasan dan lain sebagainya. Dengan demikian berarti semua
persyaratan kerja harus mempunyat kelayakan;

¢ Pengawasan terhadap pelaksanasan perjanjian kerja itu harog
dilgkukan oleh residen dan para pengawas pajak terulama
mengenat atau untuk mencegah timbulnya lindaken-tindakan
yang bertentangan dengan perjaniian tersebut,

d.  Jangks Wakiu perjanjian paling lama berapa tahun.

Menilik beberapa kelerangan dan informasi diatas dapal secara singkat
dipaparkan bshwa pada era penjajahan atau bahkan sampal dengan sekarang
hubungan  entara  buruh/pekeria  dengan majikan  selalu  dilstarbelakangi
ketidakseimbangan bubungan antars mereka, Burub/vekerja pada selalu
ditempatkan pada posisi yang jauh lebih Temah, banyak sekali diantara mereka
vang diperlakukan secara semena-mena oleh para penguasa dan atau gofongan-
solongan vang mempunyai kemampuan gkonomi kual. Bahkan puluhan atau
ratusan tahun yang lampan, perickuan yang diterima buruh sering melampaiul
batas perikemanusiaan, Burub/pekerja bagatkan seonggok barang, bisa digunakan
tapt tidak perlu dipikirkan bagaimana memenuhi hak-hak si busulypekeria.

Dalam hukum perbutuhan dikenal dengan adanve PancaKrida Hukum
Perburuban yang merupakan perjuangan yang harus dicapai vaitu®:

a Membebaskan manusia dari perbudakan alau perhambaan;

b Pembebasan mangsia Indonesia dari kerja rodi atau paksa,

o

Pembebasan bundvpekera Indonesia dan poenale sanksi;
Pembebasan burub/pekerja Indenesia dan rasa (akut kebilangan
pekariaun;

e Membertkan posist yvang seimbang antara buruh/pekenja dengan

pengusahs,

B. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN
Sebagaimana dengan cabang ilmu hukum Jainnya, hukum kelenagakerjaan

juga mempunyai sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah sepala apa saja

18 1.a%u Husni, Persgarar Hukrem Ketenagukerjaan. . ., op.oit, bl 4.
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yang dapat menimbuikan aturan-aiuran vang mempunyal sifst kekuatan memaksa,

yakni aluran-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi tegas vang

nyata'”  Sumber muikum vang dimaksudkan dalam tulisan ini adalsh tempat

dimang dapat dinemukan aturan-aturan yang mengatur peribal ketenagakerjaan,

Surnber-sumber hukum secars umum adalah™

a
b.

¢
d.
e
£

Undang-undang

Peraturan Lain

Kebiasaan

Perianjian

Trakiat

Doktrin/pendapat para ghli

Apabila dikaiikan dengan pedoman untuk meneowikan berbagai aturan

vang berkaitan dengan hukum kepekeriaan maka sumber-sumber hukum diatas

dapat dijsbarkan sebagai berikutl

&.

Undang-undang
Di Indonesta kedudukan undang-undang adalah sebagai swwber
hukum tertinggi. Undang-undang di Indonssia yang mengatur
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerisan di Indonesia
antara fain adalah :

1. Kiish Undasg-Undang Hukum  Perdata  pasal

1601,1602,1603, 1604 sampai dengas 1617,
2. Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang Jarminan Sosial

Pekerja;

v Undang-undang Ne 43 Tabun 1599 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaan;

4 Undang-undang  No 13 Tahun 2003 tenlang
Ketenagakeryaan;

5. Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisthan Hobungan Indusirial;
B, Undang-undang No 39 Tahwn 2004 tentang Pensmpatan dan

Perlindungan Pekeria Indonesta di Luar Negert,

'? Zainal Asikin, op.cit, hal 31
* 1big, hal 32,
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b Peraturan-peraturan
Peraturan dalam hal ini adelah peraturan-peraluran yvang mempunyai
kedudukan hukum lebik rendah dibandingkan dengan undang-undang,
Peraturan tersebut adalah Peratoran Pemerintah, Keputusan Presiden,
Peraturan atau Keputusan dari Instansi Lain®.
I Peraturan Pemerintah
Peraturan yang diletapkan oleh Presiden guna melanjutkan
ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang,
Z Keputusan Presider
Keputusan vang ditetapkan oleh Presiden uniuk mengatur
hal fertentu dan bersifat khusus,
3 Peraturan atau Keputusan dari Instansi lain,
Dalam bidang perburithan suaty inslansi atau  pejabat
tertentu dibertkan kewenparngan unluk membual peraturan
alau kepulusan tertentu yang dapat berlaky umum
t.  Kebiagaan-kebiasaan
Kebiasaan dapat dikatakan sgbagai sualu perbuatan berulang-ulang
yang dilakukan cleh masyarakal kehanyskan dalam hal vang sama,
dimana ketika dilakukan suvatu tindakan yang berlawanan dengan
perbuatan herglang-ulang tersebut dapal menimbulkan persssan telah
melakukan pelanggaran, Dalam hukum kelgnagakerjzan kebiasasn
sebagai suatu sumber hukum menjadi berkembang antars lain karena®

i Pembentukan undang-undang dan peraturan lain dibawah
undang-undang tidak dapal didakukan secepat dengan
pérkembangan masalzh perburuhan yvaag harus diatar,

2. Peraturan-peraturan  peninggalan zaman Hindia Belanda
sudah tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan masyarakat,

4. Pulusan
Yang dimaksud putosan disini adalah putusan yang dikeluarkan oleh

lembags yang berwenang  dalam mengeluarkan putusan yang

 {hid, hal 34.
* hid, hal 35.
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berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan, seperti puiusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial,

e Peranjian
Kata perjaniian sering didengar dalam dalam hidup sehari-hari. Secara
harfiah perjanjian sering diartikan sebagai kesepakatan dan para pihak
untuk mengikatkan diri. Menunit M. é’ahya Harahap perianiian atau
verbintenis mengandung pengettian . suastu hubungan  hukum
kekavaanvharta benda gtau lebih, vang memberi kekuatan hak pada
satu pihak untuk memperoleh presiasi dan sekaligus mewajibkan pada
pihak lain untuk menunaikan prestasi®™,
Perjanjian dalam bidang tenaga kerja sendiri (erdiri dari 2 (dua)
macam yaitu Perjanjian Perburchan dan Perjanjian Kerja®, Perjanjinn
Perburchan adalah perjanjian antara sekumpulan barub  yang
menggabungkan diri dalam seatu sertkat vang terdaftar di Depariemen
Pekerja dengan Pengusaha, Kata sekwrnpular imi berarti bahwa
pekeria atau buruh tersebul tergabung dalam suatu organisasi atau
serikat pekeria, sehinpga perjaniian tersebit bersifat kolektif. Dalam
UU No.l3 Tahon 2603 tentang Ketenagakerjsan perjanpan yang
mengikat secara kolekiif adalah perjanpan kerja bersama (PKB)
ssbagaimana tersebut dalam Pasal 116 ayat 1. Penanjian Kerja adalsh
perjaniian antara buruh/pekerja dengan pengusaha dimana burch
menyatakan kesediannya untuk melakukan suaiy pekerjaan sedangkan
pengusaha  menyatakan  kesanggupannya  unftuk  membayar s
buruh/pekeria atas pekensan vang dilakukannya Perjargtan Kerja ini
bersifat mengikal secara individe karena dilakukan oleh pengusaha
dengan burub/pekerjia tenpa mengikul sertakan organisasi/serikat
pekerja.

£ Traktat
Traktai adalah suatu perjanjian vang dilakukan anlar negara. Dalam
bidang ketenagakerjaan belum pemah Indonssia mengikatkan dir

M Yahya Hasnhep, Segi-segi Hubran Perjomjian, cel. 1, {(Bandung: Alumi, 19867, hat

B Zainal Aslkin, op.cit, hal 37
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dadam sustu traktat kecuali mengikatkan din pada ketentuan yang
merupakan hasil dari Konvensi international Labour Organization
{ILO). Ketentuan 1LO tersebut pun tidek langsung mengikat secara
otommtis karsna harus diadakan ratifikasi terlebih dahulu
Doktrin/pendapat para ahii

Sehagaimana bidang drou hukuem lainnya, pendapat para ahh &
bidang hukum perburuhan juga dapat digunakan sebagal sumber
hikum. Perbedaan pendapat merupakan hal vang iamak dalam dunia
demokrasi, namun ketitka pendapat seseorang dianut dan dipercayai
oleh masyarakat banyak maka pendapat (ersebut dapsi berkembang
tnenjadi suafy kebiasaan didalam hidup masvarakat sehingpa patut

digunakan sebapat sumber hukum

C. HUBUINGAN KERJA
Sudzh diketzhui secara unsin babwa manusia itu adsiah mahluk sosial

dimana manusia tidak dapat hidup atav harus selalu berbubungan dengan manusia

lainnya dalam menjalani hidup. Begitu pula dalam duniz Kerja, nyans tidak ads

manusia yang dapat melakukan suatu pekerjaan tanpa berhubungan dengan pihak

fain. Dalamn setiap bidang pekerjaan szlatu terdapat lebih dari | (satu) pihale Ada

beherapa prinsip-prinsip dasar dalam hubungan kerja ?

a,

b
3
d

Bogeomoe

Status Hubungan Kena;

Syaral Keria,

Upah dan penelapainys,

Perselisihan hubungan industnal dan pernutusan hubungan kerja;
Otoritas Perusshaan dan kewabiban pekerja;

Penyelesaian pesselisihan hubungan industrial;

Prinsip kebebasan berserikat;

Pringip pembuatan peraturan perusahaan,

Prinsip pembuaian perjanjian kerjz bersama,

¥ iskandar, “Aspek~aspek tokniz yong harus dipahami detam pelaksanaon hubungan
inclistvind”, Makalah dissmpaikan dalam Workshop “Mambangun Eomitmen Dalan: Hubnagin
Induskrial sntara Pokerjo dempan Porusabasn dalam Penyusuosn Peoaturan Porsshans das
Perjanjiun Keria Bersamo Beserts Penerapan Onlsoreing Ji Perosahnan”, Ambhars Hotel Jakaris,
203G Apustas ZQ0H7,
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3. Pelaksanaan Undang-Undaog Ketenagakerjzan dalam olonomi deersh
dan

k. Serikat Pekena/Serikat Buruh, LK. Biparirit.

Dialam bekerja, hubungan kerja texjadi setelah ada perjanjian kerja antara
Pengusaha dan pekerja. Hubungan keria mesurgt UU No 13 Tahun 2003 adalah
hubungan antara pengusaha dengan pekeria/buruh berdasarkan perjaniian kerja
yang mempunyal unsur pekerjaan, upah dan perintah,

Balam LU Ne 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja
anfara burulvpekena dapal dijabarkan dalam 3 {liga) hal yaiu

i. PeranjianKena
2. Peraturan Perusahaan

3. Perjanjian Kerja Bersama

1. Pexjaniian Keria

Dalam Kiab Undangeundang Hukum Perdaia (KUH Perdsia)
pengertian perjanjian yang terletak pada pasal 1313 vang berbunyi®
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebik mengikatkan dirinya pada satu orang atau Jebih.”. Dart kalimai diatas
dapat ditarik kesimpulan sederhana bahwa dalam suaiv perianiian tersebul
ada dua macam pihak, yaitu debitur sebagal piliak vang wajib berprestasi
dan kreditur yang merupakan pihak vang berhak menerima prestasi
tersebut,

Menurut  Subekil periannan  adalsh  susta  peristiva  dimana
seseorang berjanii kepada sessorang yang lain atau dimana dus orang st
saling berjanii untuk melaksanaken sesuatu hal®’ Peristive yang terjadi
antara dua orang tersebut melahirkan suatu hubungan vang dikenal dengan
perikatan. Suatu perjanjian itu melahirkan suatu perikatan diantara para
pihak vang membuatiya. [ntisarn atau hakikat dalarm sualu perjanjian tiada

lain daripada prestasy

R UH Pexdate, op.cit, Pasal 1313,
7 Subekil, Hnkiem Pesjangian, oot § Qintermast, Jakarta, 1996, Hel 1,
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Prestasi disini bisa dimasukkan dalam konteks pekerja dimana
buruh/pekerga wajib bekerja untuk memperoleh hak-haknya sedangkan
Pengusaba  wajib  membayar hsk-hak  dari buruh/pskerja  bilamana
pekerjaan telah diperjanjikan.

KUH Perdata Pasal 16012 juga memberikan definisi dari perjangian
kerja yaitu

“Perianjian kerja adalzh suatu perjaniian dimana pihak kesaty,
mengikatkan divinya untuk dibawab perintah pihak vang lam, si
majikan untuk suatuy wakfu terteniu melakokan pekerjaan dengan
menerima upah”

Selain yang terdapat dalam KUHP Perdata, ULJ No 13 Tahun 2003 tsntang
Kelenagakerjaan juga memberikan pengertian mengenai perjanjian kerja
sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayal 14 yaitu

“Perjaniian Kerja adalah suste perjanjian antara pekerjafburuh dan
pengusaha/pembert keria vang memuat syarat-syarat kega hak dan
kewaitban kedua belah pthak™

Dalam suatu perjanjian dimana terdapal minimal 2 (duaj pihak
vang terlibat, secara umum para pihak mempunyai kedudukan vang setara
dimana hak dan kewajiban tercanium secara jelas dan ssimbang Namun
iika  dilihal kembali pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1601a
EUH Perdata kedudukan seimbang dan setara menjadi becubah dimana
Pasal tersebut menerangkan bahwa pihak kesatu (buruh) mengikatkan diri
dibawah perintah orang lain (pengusaha). Kalimat “mengikalkan diri
dibawah permtah” menunjukkan bahwa hubungan vang terjadi dalar
hubungan kerja adalsh hubungan antara atasan dan bawaban, bukan
schagat miira unluk bekerjasama Pengusaha merupaken pihak vang
memiliki kedudukan sosial ekonomi lebih tinggl mempunyai hak untuk
memberikan perintah kepada burub/pekerja yang kebanyakan mempunyal
kedudukan sosial ekonomi lebih rendah, Adanya wewenang perintah inilah

vang membedakan antara perjaniian keria dan perjanjian iainnva®™.

B Lale Hosnl, Peagentor Hudom Ketenngolerioon..., op.oit, hal 3%,
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2. Peraturan Perusahaan

Untok menialaniom suatu perusahasn dibutvhkan suatu norma vang
dapatl menjadi kordor pengusaha dan buruh/pekerja dalam menjalankan
suatuy hubungan keria. Diatas telah diterangkan bahwa hubungan kerja
tersebut dapat divujudkan dalam sualu perjanjian antara buroh dengan
pengusaha. Namun hal Hue menjadi tidak efektif ketika suatu
usaha/perusahaan memiliki banyak pegawai, Apakah akan ada perjanjian
tersendiri untuk setiap pegawai, ienlu saja efekifitasnya  menjadi

meragukan.

Untuk menanggulangi banyaknya perjanpian kerjz vang harug
dibuat dan feniu sajs oniuk sebagai pedoman dan koddor vang
menjelaskan mengenal 1afa tertib peruszhaan maupun hak dan kewajiban
pekerja/buruh. Peraturan perusabaan adalah peraturan yang dibuat secars
teriulis oleh pengusaha yang memual syarat-syaral kerja dan lata tertib
perusahaan, Penguszha vang mempekerjakan pekerja'buruh sekurang.
kurangnya 10 (sepulub) orang sudsh wajib membuat peraturan perusahaan
vang mulal berlaku selelah disahkan oleh Menteri atan Pejabat yang
ditunjuk. ® Namur patut untuk diketahui bahwa kewajiban membuat
peraturan perusahiaan tidak berkaku bagi perusahaan yvang telah memiliki

perjanjian karja hersarma,

Peraturan perusatman disusun oleh dan menjadi langpung fawab
dari pengusaha yang bersangkutan Peraluran perusshaasn harus disusun
dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dar waki peksrja/buroh
di perusahaan vang bersangkutan™ Dalam hal di perusahaan yang
bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja’serikal buruh maka wakil
pekerja/buruh  adalah  pengurus  serikat  pekerja/serikal  buruh  alaw

pekerja/buruh yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan

* Undang-Undang Ne. |3 Tehun 2003 lenlang Kotenagakerjaan, Pasad {10 ayal {.

Pak Sodikin, Sarorn Menciptaken fiubungan Induswiat Yeng
Harmaoni s htipapindoor {dbawWharinAh W snbyay D= 7e50 207 1000057 | 30B6cR45 T 6 54k
9 = A4fed 1105131 94dbe T bl fnaldo ], 23 Juni 2088,
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para pekerja/buruh  di perusahasn yang  bersangkulan™.  Peraturan

perusahaan sekurang-Kurangnya memusaf |

A hak dan kewajiban penguszha,
b hak dan kewajiban pekerja/buruh;
] svarat kega;

d. tafa tertib perusahaan; dan
&, jangka waktu berlakunya peratutan perusahaan.

Ketentuan dalam perafiran perusahaan tidak bolsh bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Masa
berlaku suatu peraiuran perusahaan paling lama 2 {(duaj tahun dan wajib
diperbaharui setelah habis masa berlekunya. Selama masa berlakunya
peraturan perusshaan, apabila serikat pekerja/serikat burub di perusshaan
menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kena bersama, maka
pengusaha wajib melayant . Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian
kerja bersama tidak mencapat kesemipatan, makg peraturan perusahaan
tetap berlaku sampai habis fangka waktu berlakunya™.

Perubghan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu
berlakunya hanya dapat dilakukan zlas dasar kesepakatan antara
pengusabiz  dan  wakil pekerja/buruh™, Persturan perusahaan  hasil
perubaban harus mendapatl pengeszhan dari Menteri alau pejabat vang
ditunpuk™ Pengusaha wajib memberitshukan dan menjelaskan isi seria
memberikan naskah peraturan perusabaan atau perubzhannys kepada
pekerja/burah’®, Ketentuan mengenai tala cara pembualan dan pengesahan
peraturan perusahaan diatur dengan Keputusan Menteri®

¥ Undang-Undang Mo, 13 Tabun 2003 {ontang Kelenagakerjaan, op.oit, Pasal 110 avet 3,
B e
“ibid, Pasal 11 ayal 4,
M Thid, Pasal 111 ayat 5.
* 1bid, Pasal 113 syat 1.
* Ihid, Pasal 112 avat 1.
* {bid, Poasal 124
*1bid, Pasal 115
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3.Perjanjian Kevja Bersama

Perjanjtan kerja bersama adalzh sualy perjanjian vang merupakan
hasil perundingan antara serikat pekerig/serikat buwuh atau beberapa
senkat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada inslansi yang berianggung
jawab di bidang ketenapskerjnan dengan pengusaha, alau beberapa
pengusaha alau perkumpulan pengusaha vang mernuat svarat-syarat ketja,
hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perdanjian keria bersama dibuat
oleh serikat pekerjafserikat buruh atsu beberaps serikal pekerjafserikat
buruh vang lelah tercatal pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengugaha atau beberapa pengusaha, Penyusunan
perjanjian keria bersama dilaksanakan secara musyawarzh. Perianjian
kerja bersama barus dibuat secara tfertulis dengan hurul latin den
menggunakan bahasa Indonesia. .

Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat™ :

a hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak den kewajiban serikat pekerja/serikat buruh sena
nekerja‘buruh;

¢ cjangka waktu dan fangpal mulai berdakunva perjanjian ketja
bersama; dan

d.  tands langan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama

Dalam pembuatan perjanjinn keria bersama ada beberapa hal vang
harus diperhatikan antasa lain™:

a. dalam satu perusahaan hanva dapal dibuat satu perjaniian keria
bersama yang berlaku bagt semua pekerig/burch di perusahaan
tersebut;

¥ Al Bodikin, op.cit, 23 Juni 2008
39K oy Winstoen, *Kebijnksunaon FPembinpan Hichungan Industriaf,
www kennvwiston comflepatnewsiarch due, 25 Tani 2008,
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b. Serikat pekerja/serikal  buruh  yang  berhak  mewakil
pekerja/buruh  dalam  melakukan  perundingan  pembuaian
perjanyian  kerjs bersama dengan pengusaha adalzh yang
memiliki anggota lebih darl 50%{ima pulub persen Ydari
jumiah  seluruh  pekeria’buruh 4 perusahazn vang
hersangkutan;

c. Periannan kerjn bersama tidak boleh berlentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlake dan apabila isi
perianiiann  kerja  bersama tersebul  bertentangan  dengan
peraturan perundang-undangan vang berlaku maka kefentuan
yvang berlentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku
adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan
perjangian keria bersama, maka perubahan tersebut merupakan bagian
vang tidak terpisabkan dart perjaniian kerja bersama yang sedang
perlaku®  Pengusaha dan  serikat  pekerja/serikat  bursh  waiib
memberitabukan isi perjanjian kerja bersama atau pervbabannya kepada
seluruh pekerja/buruh* Pengusaha juga harus mencelak dan membagikan
naskah perjanjian keria bersams kepada setiap pekerja/bursh atas biava
perusahaan

. Penvelesaian Perselisihan Hubungan Induosteial

Konsep hubungan industrial ita pada dasarnya ada tiga komponen™.
Perlama, pelake bubungan industrial, vakni pekerja, pengusaba, termasuk
didalamanya answr pemerintah, Kedea, sarana hubungan indusivial, musalnya
lembaga kerja sama bipartit alay tripartit, Serikal Pekerja alau Serikat Bunih
(SP/SR), Peraturan Perusshaan (PP} dan Perjanjian RKera Bersama (PKB),

peratwran perundang-undangan, dan adsnya Lembaga Penyelesaian Perselisthan

"I Ne. 1 3 Taha 2003 entang Ketenagakerjaan, op.cit, Pasd 125,

*thid, Pasal 136 ayai 2,

Sind, Pasal 126 avat 3.

Bothibungan Indusirict Meakin Kendusif',
hlipffwwa portathe som/maijalab/edisizebelumnya hubunpen/11d903 klmi , § Joli 2008
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Hubungan Industrial (LPPHI). Komponen Ketige adalah sistern atzn metode,
yakni melalui musyawarah, kemitraan, demokratis dan komunikasi.

Hubungan Industrinl merupakan perselisthan vang muncul  antara
pekerja/burah ataupun Serikat Buruh dengan Penpusaha, dikarenakan adanya
perselisihan mengenai hak, perselisithan kepentingan, perselisihan pemulusan
hubungan kerja dan perselisihan dalam satu Perusabaan. Perselisihan di bidang
Hubungan Indusirial vang selama in dikenal, dapat terjad: mengemal hak vang
telah ditetapkan, atau mengenai keadaan Ketenagakerisan yang belum ditetapkan
baik dalarn Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan perundang-undangan® .

Hubungan kerja antara pekerigfburuh dengan Pergusaha selaly didasant
dengan adanya ikatan terhadap para pihak Bilamana terdapat salah satu pihak
menginginkan untuk terikat dalam suatu hubungan keria, maka sulit bagi pihak
yang lain untuk fetap mempertahankan hubungan. Sebagaimana ferjadi dalam
hubungan lainnva kefidakcocokan berpotensi dapat menimbulkan perselisihan,
oleh karena 1o periu dicari jalan keluar vang terbaik bagt kedua belah pihak untuk
menentukan bentuk penyelesaian. Dalam halayva masalah hubungan industial
telah diatur dalay UU No 2 Tahm 2004 lentang Penvelesatan Perselisihan
Hubungan indusinal..

Penyglesaian Porselisthan vang terbalk adalah penyelesaian oleh para
pihak yang berselisib secars musyawarah tanpa ikut campur pihak lain, sehingga
dapat memparoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak ¢ Berikut adalah
cara-cara penyvelesaian parsefisihan hubungan industrial menurnt UU No 2 Tahun

2004 tentang Penvelesatan Perselisthan Hubungan ndustrial &7

a. Penyelesaian melalui Bipartt,
b. Penvelesaian melalui Mediasi;

¢. Penvelesaizn melalut Konsiliasi:

“* Ali Sodikin, op.cit, 1 Juli 2008,

* Lale Husrd, Penpelesatan Perselisiear ..., opeil, hal 53,

* Keolelung Bukil, Beberaps {ora Penpelesaion Senghete Porbwrahan didolam don
gituar Pengodhion, Biip#ibrary penap id/download/ivhkmadrm-kelelunp pdf, 1 Juli 2008,
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d. Penyelesaian melalui Arbitrase;

¢. Penyelesaian melalui Pengadilan,

Sebslum UU No.12 Talun 2004 tenfang Penvelesaisn Perselisihan
Hubungan Industrial dilahwkan, peratusan hubungan keria diatur dalam UU No.
22 Tshun 1957 tentang Penyelesaian Perselisthan Perburuhan dan UL No 12
Tabun 1964 temtang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Namun
peraturan-peraturan iersebut belum dapat mengakomodir permasalahan yvang ada
karena belum dapat mewujudkan penyelgsaian perselisitan yvang cepat, tepat dan
murah. Undang-Undanp tersebut juga hanva mengatur penvelesaian hak dan
perselisihan kepentingan secara kolekiif, sedanghkan penyelesaian perselisihan
hubungan industrial pekerp/buruh persecrangan belum terabomodasi. Selain 1o,
proses penyelesaisn yang ada semakin panjang, dengan ditetapkannya Putusan
Pamilia Penyelesaian Perselisiban Perburuhan Pusal (P4P) sebagai obyek sengketa
Tata Usaha Negara. ™

Dengan berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perseligihan  Hubungan Indestrial dapat dicatal beberapa kemajuan vang
sebelumnya tidak diatur - ¥

a. Penyelesaian perselisthan hubungan mdustrial yang diatur dalam
UL No, 2 Tahun 2004 meliputi perusahaan swasta maupun Badan
Usaha Milik Negara (BUMN),

b. Adanya pengaturar yang ielas mengenai batas wakty penvelesaian
persclisihan industrial melalui arbilrase, mediasi dan konsiliasi
vaitu paling lama 30 (liga puluh) han keda Xiausu! ini masih
dilengkapl penepasan tidak adanys upava banding dani pihak
manapun. Selain ilu adanya pembatasan bahwa perselisthan hak
dan persehisthan Pemutusan Hubungan Kerja {(PHK) saja vang

dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan penyelesaian

T Surynnie  Sinwat, QOwe  Fadis  Pengadifen  Hubwngan  Indusieial,
hitp:apiode onid/bany/artikelfa Winbywy QA== 207 10b9¢07 | 59888457 eh 3054 bamuGIRIZY
43409007038 ceaid 101 024, 1 Juli 2008,

® Laks Busnd, Penyelesaian Perselisthan Hubungan. .., op.cil, hat 128,
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persetisihan persslisihan hubungan industrial pada tingkat pertama
di pengadilan negeri dibatasi waktrya paling lama 50 (limapulah)
hari kerja dan pada Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh)
hari kerja;

Mengurangi campur tangan pemerintah  dalam  penvelesaian
perselisihan karena adanya aturan mengenai penyelessan sengketa
berdasarkan Kesepakatan para pthak melalut mediasi, arbitase dan
konsiliast.

Memungkinkan selinp pekerja untuk menjadi para pihak dalam
penyelesatan perselisihan, dalam hal ini serikat pekerja/buruh
diperkenankan menjadi kuasa hukum di pengadilan mewakihi
anggotanys;

Lebih merjamin rasa keadilan bagt pekerjburuh  maupun
pengusaha karena penyelesaian vang dilawarkan dapat dilakukan
melalut jalur litigast maupun nonlitigesu, dengan doemikian,
memungkinkan pars pthak uptuk memilih jalur penyelesaian sesual
dengan yang dinginkannya;

Penyelesaian perselisiban indusirial dalam undang-undang ini
dipandang sebagai masalah hukum perdata, kerena Itu
penvelesaiannya dapat dilakokan sesuai dengan kehendak para
pihak melalul jalor [iigasi maupun nonlitigasi;

Penyelesaian melahd mediasi berdasarkan UL Ne 2 Tahon 2004
ditakukan oleh pegawal pada inslansi vang berfangeung jawadb &
bidang Retenagakeriaan, penyelesaian melalui mediasi merupakan
slternatif pilihan  seielah para pithak tidak  menyepakati

penyelesaian melalui yang lain (konsiliasi, arbitrase).
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BAB NI
HUBURGAN KETENAGAKERJAAN ANTARA GARUDA INDONESIA
DENGAN PT ABACUS DISTRIBUTION SYSTEMS INDONESIA

A, Profil Garuda Indonesia

(Garuda Indonesia {Garuda) mergpakan maskapal penerbangan nasional
pertama Indonesia. Cikal bakal lahimya Garuda cukup dramaltis, karena terjadi di
era revolusi. Tepatnya pada tahun 1948, bermmda dengan sebuah pesawat pertama
Garuda berjenis DC-3. Secara resmi Garuda berdind pada 31 Margt 1950, Pada
perkembangaenya  (Garuda telah memnjad: maskapai nasional yang pemnah
berkembang pesal walaupun Garuda juga mengalami masa jatub bangun
Pemeriniah Republik Indonssig scbagai pemegang saham dan Garuda telgh
meiakukan beberapa reorganisasi dalam mangjermen Garuda veng diharapkas

depet memberikan angin segar dalam tubuh Garuda,

Berikut adalah susunan manajemen Garuda Indonesia™ -

Dewan Komisaris:

o Hadivanto SH, LLM (Keiua)

«  Dr.lr. Sahala Lumban Gaol, MA {Anggola)

o Ir. Wendi Antenang Yazid, Mse,DIC, PhDx (Anggota)
«  Drs. Abdulgani MA (Anggota}

e Agi Ralunan Adiwisons MSc (Anggeta)

Board Of Management:

« EBmirsyah Satar {President & CEGQ)

« Achinina {(EVP Business Support & Corporale Affnirs)
«  Capt, An Sapari (EVP Qperations)

« Agus Privanto (EVP Commersial}

« Hadinoto Scedigno (EVP Engineering, Mainienance)

*Gamda's indoniosiy FHstory, tip wvay, paruduindeonesia cony/
index thadmenu=aboulus& optrpanization, § Juli 2008,
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« Eddy Porwanlo (EVP Finance)
« Elisa Lumbantoruan (EVFP Strategic & IT)

Dibawsgh manajemen baru, Garuda telah malakukan evaluasi menyeluruh
dan meresirukturisasi perusahaan dengan tujuan untuk mengembangkan efisiensi
dalam operasional sehari-hari, membangun kembali kekuatan finansial
meningketkan tanggung jawab terhadap kepada pelangpan dan yang paling
penting adalah membangun kembali dan menyegarkan spirit dari Garuda unfuk
kemudian menanamkannya kepada seluruh pegawai™. Bukan suatu pekerjaan
mudah untuk melakukan program  sebagaimana  tersebut  distas, apalagi
melakukannya di suata perusahaan vang felah berumur puluhan tahun dag jumlah
pepawai yang banyak.

Banyak sekali berita negatil mengenal Garuda vang bermuncoian dimedia,
muiai dar perseteruan antara senkat pekega Garuda dengan Manajemen, ufang
putang Garuda vang seakan-akan tidak berkesudahan sampai dengan gugatan
pailit kepada Garuda vang diajukan oleh rekan kerjia Garuda. Benta negatif yang
terus gxmen! memang seakan-akan menegaskan persepsi pubhk bahwa Gareda
memang sudah bobrok, namwun Gidak bisa disangkal bahwa dalam hal jasa
penarbangan yang Garuda lakukan, masyarakat masih menganggap bahwz Garuda
adalah penerbangan Indonesia vang terbaik. Selain itu Garuda juga membawa
citra bangsa Indonesia sebagai maskapai nasional (ag carriers).

Selain berusaha dalam Jasa transportas] penerbangan, Caruds juga
mengembangkan usaha mereka dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan
lain batk asing maupun lokal, Beriket adalsh beberapa perusshaan pendukung

tersshut

PT Garuda Maintenance Fanlity (GMF)
PT Aerowisata

PT Garuda Angkasa Pura {Gapuray

PT Lufthansa Systems Indonesia (L8I}

PT Absacug Distribution Systems Indonesia

W W

® Ihid, hiip/hvony parada- indonesis somyindex phpfmenn=aboutys, | Juli 2008,
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Perusahaar-perusahaan  sebagaimana  tersebut  diatas  merupakan
pendukung  jasa ftransportast penerbangan yang dilakukan Garuda. GMF
merupakan anak perussheae vang bergerak di bidang jasz perawatan pesawal
terbang, Aerowisala bergerak dibidang jasa catering untuk penecbangan, Gapura
menjalankan bisais untuk perawatan bandar wdara sementara Abacus dan LSY

bergerak di bidang informasi teknologi yang berkaitan dengan reservasi.

A. Profil PT Abacus Distribution Systems Indonesia

Bermula dari penyerisan madal yang dilakukan oleh Garuda pada Abaous
Diisteibution Svaterns, PTE, LTD Singapore (AIPL) yeng telah disahkan dengan
izin dart Departemen Keuangan No 1234/MK/G16/93 tertanggal 19 Desember
1993 dan Departemen Perhubungsn NO B48T/AUDBO3/8KT terfanggal 29
November 1993, Dengan disahkannya penyertaan modal fersebut maka Gareda
Indonesia membusi suatu kebijakan untuk menjalin suatu kerjasama dengan AIPL
guna membual suatu perusabaan joint ventore di Indonesia vang bertugas sebagal
tenaga pamasaran dari produk-produk AIPL.

Adapun AIPL, sendirt mevupakan suatu perusahaan internasional yang
berkedudukan di Singapura yang bisnis intinva adalah sebagai jasa reservasi tiket
pesawat ferbang secara onkine. Secara umum dapat digambarkan bahwa {asa yang
dilakukan oleh AIPL adaiah agar pemesanan unluk tiket pesawal terbang dapel
dilakukan dalam suvatu sistem dintaina didalam sigtem tersebut telsh tenntegras
dengan sistem reservasi dari berbagar maskapal, Sentralisasi reservast akan sangal
membantu dalam proses pemesanan, dimana calon penumpang cukup masuk
dalam satu sistem untuk dapat menpakses sislem bermacam-macam maskapai
penerbangas. Tentu saja bukan konsumen langsung yang dapal menggunakan
sistem CRS ini, tapi travel agsn atav travel konsultan vang telah memiliki sistem
tersebut.

Kerjasama antarza Garuda dan AIPL akhimya diwujudkan dalam suvatu
Perjanjian Usaha Patungan (Joint Venfure Ageeement) No JH/PERIDZ-3071/93
tertanggal 24 Februari 1993 FPada dasarnya perianjian ferssbut menyebuikan
bahwa para pihak sepakat untuk mendivikan sebuah  perusashaan  yang
berkedudukan di Indonesia yang akan melakukan kspiatan usaha pengoperasian,
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permasaran dan pemeliharaan Computerized Reservation Systems (CRS) Abacus
di Indonesiaz Dalam perjanilan tersebut disebutkan bahwa Garuda memspang
5% (sembilan puluh lima} saham sedangkan AIPL. menpuasat saham sebesar
S{hma)%.

Rerdasarkan komposisi tersebut, kedudukan Garuda adalah sebagsi
pemegang saham mavoritas (majority shareholder) vang membuat posisi Garuda
dalam PT Abuacus Distribution Systems Indonesia (Abacus Indonesin) sangat kuat,
Sepanjang sejarah berdirinya Abacus Indonesia posisi untuk Komisaris Utama
dan Diveklur Utaraa selalu dipegang oleh pegawai-pegawai Garuda.

Pada era ini Abacus Indonesia fetap menjalanken usaha intinva sebagai
penvedia jase reservasi penerbangan di Indonesia baik dengan menyediakan
sistemunya, peranghkat keras maupun dukungan sumber days manusia dalam
implementasi dan aplikasi pengguraan sistem tersebut dalam dunia reservasi
Abacus Indonesia merupakan saish satu dari perusghaan penyedia jasa CRS

fainnya di Indonesia Adapun perusshaan lainnya adalah Galilleo dan Amadeus.

B. Hubungan Ketenagakerjaan Aniara Garuda Dengan  Abacus

Indonesis.

Garuda Indonesia sebagal pemegang sabam mayoritas sebesar 95%
{sembilan puluh lima) di Abacws Indonesia mesipunyar hak untuk menempatkan
orang pilikannya untuk duduk jajaran manajemen. Secara berkala Garuda selalu
melakukan  rotasi kepada jaisran manajemen Abacus  Indonssia  untuk
meningkatkan kinegja deri Abacus Indonesia, Uniuk posisi direksi, sebagaimana
laiknya peresahaan lain penggantian direkst dilakukan melalut mekanisme Rapat
Unwimn Pemegang Saham (RUPS) ataupun mekanisme lamnya vang diselarakan
dengan RUPS. Sedangkan untuk jajaran dibawah direksi tidak melalui mekanisme
RUPS namun dengan penunjuban lanpsung kepada staf Oaruda vang dianggap
cocok untuk berkarva di Abacus Indonesia.

Sebagaimana lelah ditentukan dalam UL No 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan vang menvebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempunysi
serikat pekerja waggih membuat Perjanjian Kerjs Bersarma (PKB) Pasal 116,
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Garuda Indonesia juga telah membuat Perjanjian Keda Bersama (PKB) densan
Serikat Pegawas Gareda Indonesia (SEKARGA). Bila dikaitkan dengan pengisian
posisi manajemen Abacus Indonssia oleh pegawai Garuda Indonesia, maka hal
tersebut diatur dalam Pasal 18 PKB ientang Penempatan Pegawal di luwr
Perusahaan, Terminologl upiuk pegawal yang diempatkan oleb Garuda ke
Abacus Indonesia disshut sebagai Pegawas Perbantuan.

Penempalan Pegawal di luar perusahaan oleh Manajemen Garuda sendiri
dibedakan menjadi 2 (dua) macam sebagaimang tertera dalam Pasal 18 ayal (5)
dan {6}

1. Psgawal vang karena kepentingan kedinasan diperbantukan pada anak

perusshaan dengan ketentuan ssbagai berikut

+  Pembinaan adminisirasi kepepawaian pada perusahaan;

»  Tetap memperoleh fasilitas dan Perusahaan vang tidak diperoleh
pada di Anzk Peruszhaan;

e Penghasilan dan fasilitas lainnya distur oleh Anak pernsshaan,

2. Pegawai vang karena kepentingan kedinasan dipekerjakan pada anak

perusshaan dengan ketentuan sebagai benkut

s+  Pembinaan admmisirasi kepegawaian dan penghasilannya tetap
menjadi ianggung jawab perusahaan;

=  Berhak mempercleh penghasilar dan fasilitas lainnva dard Anak
Perusahaan disamping penerimasn dari Perusahaan;

«  Ruang lingkup lugas pekeriaan diatur oleh Anak Perusahaan,

Mengacu pada pasal tersebut ieriihat bahwa pegawai dengan status dipekerjakan
mempunyai kedudukan lebih tinggl dibanding dengan pegawar dengan status
diperbantukan. Hal itu tercermin dari penghasilan ganda yang diperoleh pegawai
yang dipekerjakan.

Pengmpatan pegawal Garuda di Abacus Indonesia blasanyas mempunyat
kedudukan sebagal pegawai perbantuan sehingga secara otomatis mereka ferikatl
mengenal ketentuan-kelentuan pegawal yang diperbantukan diatas. Sebagaimana

kecenderungan dalam perygahaan lainnya, pemegang saham mayoritas selalu
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menempatkar:  orang-orang mereka dalam  posisi vang  stralegis  dan
memungkinkan mereka tetap mengendalikan st anak perusahaan,

Berikut ini adalah daftar jabatan vang diisi oleh pegawai Garuda di Abacus
Indonesia .

«  Direkiur Utama

= Senior Manager Finance & Businegs Supporl

»  Benmior Manager Markeling

+ Senior Manager Customer Support

o Manager HR & Business Support

Posisi yang diisi pegawai Garuda di Abacus Indonesia merupakan posisi
yang sangat straiegis dan membuat Garada memegang kendali penuh terhadap
jalannya usaba Abacus Indonesia. Segala kebijgkan vang diambil oleh Abacus
Indonesia secara Hdak langsung merupakan Kebijakan yang searah dengan
langkah-iangksh Garuda. Memanp Abecos Indonesia secara prinsip merupakan
badan hukum vang tidak depal disamakan dengan Garuda, namun dengan
dominasi saham dan dominasi dalam jajaran manajemen Abacus Indonssia tidak
dapat dipungkiri bahwa Garuda sangat berpengarub dalamn Abacus Indonesia

Penempaian di posisi baru adalah suatu hal yang wajar dalam dunia Kerja,
dirngna hal itu dipandang sebagai bentuk penpabdian dari pekeqa/buruh, Apalagt
kettka penempatan ilu dipandang sebagai suatu usaha penvegaran vang dapat
meningkatkan  kinerja  perusshasn  yang  wungnys adalah  peningkatan
kesejahteraan pegawai yang tenlu saja berbanding lurus dengan kemgjuan suatu
perusahaan.

Kedudukan pegawal Garuda & Abacus Indonesiz adalab sebagal pegawa
perbantuan dimana hak dan kewajiban mereka disamakan dengan pegawai {etap
Abacus Indonegia. Dalam UU No 13 Talwn 2003 tentang Ketenagakeriaan tidak
ditemukan definisi perihal pegawal {efap, tapi berdasarkan kebiasaan yang ditemui
sehari-bart pepawal tetap adaish pekerja vang telnh melewatl masa percobasn
gtaupnn lelah melewain masa  kontrak  dan kemudian  oleh  Perusahaan

bersangkutan diangkat melalui suatu surat keputusan.
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Dalam proses perbantuan antara pegawai Garuda yaag dityjukan ke
Abacus Indonesia, proses formalnya secara kebiasaan meliputi hal-hal sebaga

boerikut ¢

2. Surat  Kepulusan tentang  Pegawai  Garuda  Indonesia  yang
diperbantukan ke Abacus Indonesia;

. Surat Keputusan Penpangkatan Pepawal Garuda Indonesia sebagai
Pejabat Struktural di Abacus Indonesia,

Di keterangan diatas disebutkan bahws Surat Keputisan vang dikeluarkan Abacus
Indonesia adalah pengangkatan sebagai pejabat struktoral. Ssbagal pemegang
saham mayonitas {enfu sgja Garuds Indonesia mempunyal kecenderungan untuk
melmdungt kepentngannys di Abacus Iwlonesia sehingga pegawm mercka
ditempatkan di posisi sebagal penentu kebijakan Abacus Indonesia

Yang menarik disini adalah bagaimana sebenamya kedudukan pegawai
varg diperbantukan ketika UL No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tdak
menyebulkan tentang pegawar yang diperbantukan, Dalam berbagal aspek
ketenagakerjaan vang terdapat di Abacus Indonesia, kedudukan pegewal Garuds
vang diperbantukan adalah sama dengan pegawai (etap. Dengan demikian hal-hal
vang berkaitan dengan hak dan kewajiban pegawal perbantuan Garuda Indonesia
dapat menggunakan beberapa acuan yaiiu ;

a  UUNo 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

b, Perjanjian Kerja Bersama antarg Qaruda Indonesia denpan Sevikat

Pegawal Garuda

t.  Peraturan Perusahaan Abacus Indonesia
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BAB IV
PEMEBAHASAN PERMASALAHAN PEGAWAI PERBANTUAN

A, KASUS POSISE

Hubungan kelenagakerisan memang rawan konflik, ketidakpuasan
terhadap suatu hal dapat memicu permasalahan  vang berlarut-lanst. Para pihak
vang bersengkela mengenal hubungan industoal sebaiknya mengedepankan
perdamaian  ketimbang membawa langsung perkara mereka ke Pengadilan
Perselisihan Hubungan Indusiral (PPHI). Perundingan fewat forum bipatrit atau
tripartit duluy didesain para lepisiator sebagal pintu yang memungkinkan
terciplaniya perdamaian atau resolust yang relatif cepat bagl para pihak pada tahap
awal munculnya perselisihan hubungan industrial.

Permasalahan hubungan ketenagakerjaan juga muncul i Abacus
Indonesia terhadap salah seorang pegawai Garuda yane diperbantukan ke Abscus
Indonesia, Berikut uraian singkal mengenal permasalahan tersebut ;

Freddy Franciscus adalah pegawal Garuda Indonesia yang diperbantukan
di Abacus Indonesia sesuat denpgan Sural Kepulusan No dD/SKEP/S366/03
tentang Perbantuan Sdr Freddy Franciscus/520409 pada PT Abacus Distribution
Svstems Indonesia fertanggal 2 Mel 2003, Untuk merespons perbantuan fersebut
maka Abacus Indonesia mengeloarkan Surat Keputusan No | ADSIMID/SKEP-
1052/V/03 tentang peagangkatan §dr. Freddy Franciscus/10032 sebagai Sentor
Manager Product Support tertanggal | Juni 2003, Dan 2 {dua) Surat Kepulusan
tersebut menjadi penanda bahwa sebelum Freddy Franciscus diangkal menjad
Senior Manager Product Support di Abacus Indonesia, vang bersangkutan
diperintahkan oleh Garuda Indonesia untuk berkarya di anak perusahaan dalam
hal ini Abacus Indonesia,

Pada awal 2007, Freddy Franciscus mengajokan surat kepada Garuda
perihal permohoran cuti diluar tanggungan perusahaan (CDTPY . Dalam surat
tersebut vang bersanghuten mengajukan CDTP terhitung sefali 15 Maret 2007
dengan alasan uniuk pengembangan pengetahuan vang dimilikinya Tanggal 1
Maret 2007 pihak Garuda melayangkan surat balasan kepada Freddy Franciscus

3
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vang pada intinya Garuda tidak dapat menyetujul pernuntaan yang bersangkutan
dengan alasan telah ferjadi pelanggaran disiplin tingkat H1 pada Perjanjian Kegja
Bersama Garuda.

Dari tanggal surat Freddy Franciscus ke Garuda dan surat balasan Garuda
terdapat selang wakiu kurang lebik 15 (limsbelas) hari. Dalam waktu tersebut
Abacus Indonesia temyata juss mengirimkan sural pada tanggal 23 Februan 2007
ke Garuda Indonesia. Sural tersebui menerangkan bahwa Freddy Franciscus telah
menvampaikan informast bahwa yang bersangkutan diangkat menjadi Direktur
Utama PT Indo Pelita sejak 19 Febmari 2007, Berkaitan dengan #tu dan jugs
menambahkan informasi bahwa Freddy Franciscus telah melalul masa perbantuan
selama 3 fahun 8 bulan sehingpa dirasa cukup ubtuk mengembalikan yang
bersangkutan ke Garuda,

Terkait dengan sural Caruda kepada Freddy Franciscus vang juga
ditembuskan kepada Abacus Indonesia tanggai | Maret 2007, maka Abacus
Indonesia merespons hal tersebut dengan mengehuarkan 2 (dus) surat keputusan
vang  terkait  dengan  Freddy Franciscus  vaiy  Surat  Keputusan
N ARSFMIDYSKEP-1228/111/07 tentang Pembebasan Sdr Freddy Franciscus Mo
Pegawal 10052 sebagal Semor Manager Product Support dan Surat Keputusan
No:ADSYMID/SKEP-1 229/H1/07 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Sdr
Freddy Franciscus Nop Pepawai 10052, Kedua surat keputusan fersebut
dikeluarkan dan mulai berlaku terhitung sejak 1 Maret 2007

Kejadian-kejadian tersebut dapai dibuat kronologis sebagat berikut

a 15 Februan 2007  Freddy Franciscus mengajukan
permohonan  culi diluar tanggunpan perusahsan (CDTP)
kepada Garuda;

b 23 Februan 2007 : Abacus Indonesia mengirimkan surat

kepada Garada gntuk mengembalikan Sdr Freddy Franciscus
dikarenakan yang bDersangkutan telabh  diangkal menjadi
Direktur Utama IndoPelita seiak 19 Febuari 2007;

¢ ! Maret 2007 : Garuda membalas sural Freddy Franciscus
dengan jawaban bahwa CDTP tidak dapat disetuji dan
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Freddy Franciscus telah melanggar ketentuan disiplin tngkat
T seria dijatubi hukuman pemutusan hubungan kerja,

d. 13 Maret 2007  Freddy Franciscus menolak dijatuhi hukuman
peruriusan  hubungan  kerjo  dan  memperianyakan  dasar

penjaiuhan kukuman tersebut,
B. PEMBAHASAN MASALAH

1. Bacaimana 1JU No 13 Tghun 2003 tentang Kelenagakeriaan mengatur teniang

status dan kedudukan hukum bagi pekeria vang diperbantukan

tntuk mengetahui basil dari jawaban diatzs perlu diperhatikan terlebih
dahuly mengenal pegawal perbantuan ifu sendiri. Pegawal perbantuan tidak dapat
diternukan definisinyg dalam BHteratur manapun. Secara harfah mungkin bisa
diambil gans besar bahwa pegawai perbantuan adalah seorang pekeria vang
diperimahkan oleh instanst asaf dia guna bekeria kepada perusahaanfinstansi lain.
Hal itu jamak tegadi di Indonesiz, sebagai contoh mungkin adalah adanya
rangkap jabatan di Instanst Pemerintah. Pejabat Eselon 1 di sualu departemen
dapat diangkat menjadi komisaris di berbagai BUMN maupun anak perusahaan
BUMM. Ity hanya merupakan salah cafu aplikasi nyata darl terminclogi harfigh

pegawal pertantuan.

Dglam UU No 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerisan Pasal 1 gyat 21
disebulkan babwa Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan
hasii perundingan aniars serikat pekeriafserikal buruh atau beberapa serikat
pekerja/serikal burub vang tercatal pada instansi yang bertanggmumg jawab di
bidang ketenagakerjsan dengen pengusaha, atau beberapa pengussha atau
perkumpulan pengusaba yang memuat syaral syarat kerjs, hak dan kewaiihan
kedua belah pihak Bila dipshami secara lebih seksama maka dapal dikatakan
bahwa isi dari Perjanjian Kerja Bersama ifu berisi terdang syarat kerja, hak dan
kewajiban para pibak, Untuk keseragaman dalam hal pembuatan perjanjian keria
bersama/kesepakatan kerja bersama, Menteri Pekerja melalui Peraturan Menieri
No. OI Tahun 1985 menetapkan tata cara pembuatan kesepakatan Xkerja
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bersama/Perianilan Keria Bersama vang ruang lingkup subtaesi yang diatur

sebagai berikut”!

1.

14

11.

Pihak-pihak yang membuat PXB

Bagian inl memusat uraian mengenal identifas para pihak vang
mengadakan/membuat  Perjanjian Keja  Bersama/KKB
meliputt nama, (empat kedudukan, serta slamat masing-
masing. Bagt pihak pekerja disebulkan nomor serta tanggal
pendaftaran sedkat kerja dari Departemen Pekerja. Bagl

Pengusaha dissbutkan fenfang akte dan surat tzin usaha.

Ketentuan Umumy, yaitu cakupandlues keberlakuan Perjanjian
Kerja Bersama vang dibval berlake lerhadap pihak vang
mengadakan fermasuk angeota serikat pekeria, selurub pekeria
i perusahaan atau cabang-cabang Perusahaan,

Hal-hal vang berkaitan dengan pelaksanasn hubungan kena.
Mengenial hari dan jam kera, termasuk lembur, istirahat dan
suft vang disesuatken dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku,

Mengenai dispensasi kerja baoi pegawail yang tidak bekera,
Pengupahan, yang menmat anlara lain sistem pengupaban
termasuk kenatkan upah, prem dan bonus,

Hal-hal vang berkatian dengan jaminan sosial

Aturan-aturan mengenal kesehatan dan keselamatan kena,
Mengenai 1ata teriib kerja, disiplin ditempat kerja fermasuk
peringatan dan skorsing.

{lara menyelesaikan perselisihan, keluk kesah kerja dan
peningkatan kesejahieraan serta keterampilan kerja

Mengena masa berlaku, perubahan dan perpanjangan dan

Perjaniian Keria Bersama

* Lale Husni, Pengantar Hulum Ketenagakerjaon..., op.cit., hal 67
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Garuda Indongsia juga telah membust Perjanjian Kena Bersama dengan
Serikat Pepawal Garuda Indonesia (SEKARGA). Bila dikattkan dengan
pensnipatan pegaws Garuda di Abacug Indonesia, wmaka hal tersebut diatur dalam
Pasal 18 PKB temang Penempatan Pegasvai i luar Perusshasn, Terminologl
untuk pegawai vang ditempatkan oleh Garuda ke Abecus Indonesia disebut
sehapat Pegawal Perbaniuan,

Penempatan Pegawal di luar perusahaan oleh Manajemen Garuda sendirt
dibedakan menjadi 2 {dua) macam sebapaimang tertera dalam Pasal 18 ayat (5)
dan (6) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Garuda dengan SEKARGA. |

o Pegawai vang karena kepentingan kedinasan diperbantukan pada
anak perusahaan dengan keientuan sebagai benikut .
» Pembinaan  administras: kepegawsian  pada
perusahaan;
+ ‘fetap memperoleh fasilitas dari Psrusahaan yang
Hidak dipercleh pada di Anak Perusahaan:
o Penghusilan dan Fasilifas lainnya dialur  ofeh Anak
perusahaan.
b.Pegawai yang karena kepentingan kedinasan dipekerfakan pada
anak perusahaan dengan ketentuan sebagat berikul
« Pembinaan adminmistrasi kepegawalan dan
penghasilannya  telap menjadi  langgung  Jawab
perusahiaan;
« Berhak memperoieh penghasiion dan fasilitas Iainnya
gart Anak Perusshaan disamping peénerimaan dai
Perusabaan;
« Ruang lingkup tugas pekenmaan diatur olgh Anak
Perusahaan.

Mengacu pada Pasal 18 ayal (1} huruf (a) PKB Garuda dengan SEKARGA
dimana disebut dengan jelas bahwa pembinaan adminisirasi kepegawaian
dilakokan pada perusahaan, maka seliap pegawai Garuda yang diperbantukan
letap tunduk pada PKE tersebut, Dalam Pasal 1 ayat {43 PKB dissbutkan bahwa
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Pegawal adalah seliap pna alau wanita yang mempunyal hubungan kerja wakiy
tidak fertentu dengan perusahaan dan telah melampauwi masa percobaan. Dalam
pasal tersebut terdapat kalimat yang menvebutkan mengenai perjanjian kerjz tidak
tertentu {(PKWTT).

Peganjian Kerjs Wakiu Tidak Tertentu dapat ditermukan dalam Pasal 56
ayat {1}, Pasal GO dan Pasal 63 UU Mo 13 Tahun 2002 teatang Kelenagakerjaan,
Salah satu ¢iri dard PKWTT inl adalah pekerjn vang bersangkutan dapat dikenakan
masa percobaan selama 3 {iiga) bulan dan mempunyal sifat pekerjaan vang tetap

dan berlangsung teras menernus,

Dengan mengkaitkan definisi vang tesdapat dalam Pasal 1 ayat {4) PKB
vang enyebutkan behwa Pegawai adaleh sefiap pria atau wanita yang
mempunyal hubungan Kerje wakiu lidak terientu dengan perusahaan dan tefah
rmelampaui masa percobaan selame 3 {figa) bulan dengan Pasal 60 ayat (1) UU No
i3 Tabun 2003 tentang Kelenagakeriaan dimana disilu diterangkan bshwa
Perjunjian Kerja Wakiu tidak tertentn dapat disvaratkan adanyva masa percobaan 2
{tiga) bulan jelas bahwa pegawal vang diperbaniukan oleh Garuda Indonesia tetap

mempunyal payung hukum yang mengatur tentang mereka.

Pegawai perbantuan Garuda Indonesia dilindungi oleh UU No 13 Tahun
2003 tenteng Kelenagakenjaan schingga penagaturan lenteng segala hal vang
berkailan dengan ketenagakerjsan tetap dapat mengacu pada UU No 13 Tahun

2003 rentang ketenagakerjaan, bak dari sisi hak maupun kewajiban mereka.

2. Perlindungan  Hukum terhadep hak dan  kewsiiban pekerjs  vens

Sebagaimans pekerja lainnys pegawai perbantuan juga mempunyai hak
dan kewayiban. Hak dan kewajiban pekeda secara umum diatur dalam ULl No 13
Tahun 2603 tentang Kelenagakerjaan Hak-hak terscbui antara lain menyebutkan
mengenal  kesempatan  yang sama  unfuk  memperoleh  pekeriaan  tanps
diskriminasi, berbak memperoleh periakuan yang sama tanpa diskriminast dari

pengusaha, berhak untuk memperoleh dan/alac  meningkatkan darn‘atau
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mengermbangkan  kompetensi  kerja  sesusl  demgan  bakat, minal  dan
kemampuannya melglui pelatihan kerja, memperoleh pengakuan kompetensi kerja
setelah mengikuii pelatihan kerja dan mempunyai hak dan kesempatan yvang sama
untuk memulih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan

vang layak di dalam alas [var negerl.

Selain hak-hak vang telah disebut diatas fersebut diatas, pekerja juga
mwmpunyat hak uniuk mendapalkan upah, cuti tahunan, wakty istirghat dan
jaminan akan adanya semacam kompensasi ketika dilakukan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK}. Selain hak tentu safa terdapat kewajiban bagi peketja
untuk memperoleh haknya seperti melakukan pekerjaan serta mematuhi peraturan
perusshaan alau perjaniian kerja bersama dan

Dalam kaitannya tentang pegawai yang diperbantukan oleh Garuda ke
Abacus Indonesia, pegawal tersebui istap terikat dalmm PKB (Garoda dengan
SEKARGA narmun dast yang sama karena iz ditempatkan di Abacus Indonesia
maka ia juga tetap harus mematals Peraturan Perusahaan Abgcus indonesia. Telah
disebutkan pada Pasal 18 ayat (1) huruf (8} PKB Garuda dengan SEKARGA
dimana tercanturrt bahwa pembinaan administrasi kepegawaian dilakukan pada
perusabzan, maka setiap pegawai Garuda yang diperbantukan tetap tenduk pada
PXB ersebul. Pembinaan adminisirasi kepegatvaian dalam hal ind bisa diarabkan
kspada secala hal yang berkaltan dengan pegawal perbantuan tersebul, seperti
bagaimana kelengkapan dala tentang pegawai perbantuan tersebut, jenjang karir
mereka, laporan kinerja rmereka selama diverbantukan dan jugs penempatan

mereka apabilz sudah selesai masa perbantuannya.

Tenlu saja dalam proses pembingan admoinistrasi kepegawaian it
mencakup aspek hak dan kewajiban bagi pekerja yang diperbaniukan. Sementara
ttu untuk pegawai perbantuan Garuda di Abacus Indonesia ketika sedang
menjalani masa perbantuan akan mengihuti Peraturan Perusghaan Abacus
Indonesia, tentu saja secara keseluruhan mereka tetap merupakan pegawal Garuda
namun tetap lidak mungkin untuk dapat memaiuhi sustu peraluran ketika fidak

berada pada lingkungan dimana peraturan tersebut harus dipatuhi.
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Sebagaimana terfera dalam Pasal 108 ayat (1) UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Peraturan Perusahaan terssbut wajib
dibuat oleh Perusahaan yang mempekersakan sekurangnya 10 (sepuluh) orang dan
peraturan perusahaan tersebu! wajib disahkan oleh Menteri atau Pejabat yvang
ditunjuk.” Untuk mengadopsi ketentuan terscbut Abacus telah mengeluarkan
peraturan peruszhaan PT Abacus Distribution Systems Indonesia (PP Abacus) .
Dalam PP Abacus disebutkan bahwa Pegawal Perbantuan adalah pegawat PT
Garuda Indonesiz vang diperbantukan atau dipekerjakan kepada perusahaan
dimana hak dan kewajibannya dipersamakan dengan pegawai tetap.>

Dalam PP Abacus tersebut secara paris besar telah mengatur mengenat hak
dan kewaiiban pepawal seperti imbal jasa, jaminan sosial, perindungan psgawa
dary perihal pemutusan hubungan kerja. Dengan diadopsinya ketentuan perihal
peraturan perusahaan olsh Abacus indonesia sebapgaimana digariskan ofeh UL No
13 Tabun 2003 tenlang Ketenagakerjaan dimana didalamnya telah terdapat
ketetapan bahwa pegawai perbantuan dipersamakan dengan pegawai tetap Abacus
Indongsia perthal hak dan kewajibannya membuat pegawal perbaniuan tefap
mempunys keridor dalarn melaksanakan kewsnban dan memperaieh hak sclama
menjalant masa perbantuan di Abacus Indonesta.

Selain patuh dan tunduk dalam PP Abacus, pegawai Ganxla juga tetap
mengikuti PKB Garuda dengan SEKARGA dalam ha! terdapat hak-hak dan
fasilitas yang tidak disediakan oleh anak perusahaan.™ Dalam posisi ini terlihat
bahwa pegawat vang diperbantukan oleh Garuda ke Abacus Indonesia sebenarnya
Juga mempunya benclit isbdh karena mereka telap tidak kelulangan Fasilitas yvang
tidak ada di Abacus sementara belum tentu kewajiban yang mereka harus Jakukan
di Abacus Indonesia lebih berat daripada yang harus mercka lakukan pada
Garuda.

* Undang-Undang Mo 13 Tahun 2003, op.cil, Pasat 108 ayal (1),

P Poraturan Perusshaan PT Abacus Disitibulion Sytems Iodonesis, Tabun 2002
2304 Pasal 1

¥PKB Garuda dengan SEXARGA op.cit, Pasal 18
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Kedudukan Garuda sebagai Badan Usaha Milik Negara dan Akacus
Indonesiz sebagai perusehaan swasta jugs membuat mereks berposisi sebagal
salah satu subyek dalam UU No. 13 Tabun 2003 tentang Ketenapakerjaan dalam
kategori perusahaan di Pasal 1 ayat 6 buruf a yang berbunyi

“setiap bentuk usaha vang berbadan hokum atau lidak, malik orang
perseorangan, millk persekutuan, slau mifik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekena/buruh dengan
membayar upah afau imbalan dalam bentuk lain”

Bila dikaitkan dengan kaidah hukum kelenagakerjsan di Indonesta dimana
Peraturan Perusshaan dan Perianiian Kena Bersama adalzh suatu kewajiban yang
harus dilakukan oleh g}&;}gﬁsahaﬁ, bisa disunpulkan bahwa Pegawal Perbantuan
tetap {erlindunpr hak dan kewajibannya Hal 1tu disebabkan denpan adanya
pengaturan perihal pegawai yang diperbaniukan oleh Garuda ke anak perusahaan
daiam Pasal 18 PKE CGarnda dengan Sekarga den penjelasan ferdang hak dan
kewanban pegawal perbantuan Garuds vang dipersamakan dengan pegawai telap
dalam PP Abacus.

Pekeria Perbantuan

Dalam hubungan sntar manusia amat dimunglkinkan untuk ferjadi
perselisthan, Perselisithan tersebul jupga mungkin terjadi dalam kontgks hubungan

pekerja. Perselisihan sendiri mempunyai beberapa benruk vaitu ;*

a. Konflik data : konflik yang mungkin lerdadi karena
kekurapgan  informasi,  kesalghan anformesi,  adanyva
perbedaan pandangan, perbedaan inpresiasi terhadap data;

b.  Konflik Kepentingan © Dalam melakukan suatu aktivitas
seseorang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan
inilah yvang memotvasi seseorang untuk berinteraksi satu

17U No 13 Tahun 2003 tentang Kelenagakerjaan, op.cit, Pasal 108
1 alu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubingan ... op.cit hat 2
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sama laimnnya. Dalam proses berinteraksi tersebut dapat
menyebabkan terjadinya konflik kepentingan antar para
pihak;

<, Konfiik Hubungan : Konflik hubungan dapat terjadi karena
adanya kadar emosi yang kuat, adanys kesalahan persepsi,
mskin konwmnikasi atan kesalahan komunikasi;

d. Konflik Strukiur - Koweflik struktur terjadi karena adanya
poln vang merusak perilaku atau interaksy, kontrol vang tidak
sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak
sama, adeanva kekoasaan dan  kekuatan  atsu faklor
lingkungan yang menghalangi kerjasama serte kurangnya
waktu vang tersedia

Contoh persehisihan bubungan indusinal yang terjadi pada Garuda dengan
pegawamya yang diperbantukan ke Abacus Indenesis tefah ditermut dan paparkan
dalam kasus posisi di atas. Perselisthan itu sendin dapat dumasukkan kedalaro
kelomipok kenflik data karena adanys perbedaan persapsi‘penalsiran sehingga
Freddy Franciscus menolak uniuk menerima Pemuotusan Hubungan Kerja dengan
Garuda karena vang bersangkutan iidak merasa mempunyal confiict of interest
dengan bekerja di perusshaan lain tanpa adanyn penugasan oleh Garuda. Selain
konllik dats permasalahan tersebwt jugs dapat dikategorikan sebagat konflik
kepentingan karena scbagal seorang manusia yang selalu mempunyal ambisi
untuk mengapai kepeatingan pribadi Freddy Franciscus tuga berkeinginan untuk
mencapai kedudukan vang lebih tnggi dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan

selama in.

Setiap permasalahan pastiiah harus diselssaikan guna mencan jalan yang
memuaskan bagi masing-masing pihak. Dalam konieks hubungan industrial,
Pemermiah felah mengeluarkan suaty produek hukum vats YU No 2 Tahun 2004
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tenlang Penyelesaian Perselisthan Hubuogan Industrial. Dalam UU ini disebutkan
bahwa perselisihan bubungan industrial adatah:®

“Perselisihan Hubungan Indusirial adalab perbedaan pendapat yang
mengnkibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekeria/ buruh atau senkat pekerja/serikat burvh
karena  adanya perselisihan  mengenai  hak, perselisihan
kepentingan, perselisthan  pemwiusan  bhubungan  kerjia  dan
perselisthan  antar senkat pekerjafsenikat buruh dalam satu
perusabaan.”

Dalam uraian kasus posisi distes disebutkan bahwa Gareds menvatakan
Freddy Franciscus lelah melanggar disiphin fingkat 11 scbagaimana dialur dalam
PRB Garuda dengan Sekarza Pengaturan mengenai jenis pelanggaran disiplin
tingkat I yang ditudubkan oleh Garuda kepads Freddy Franciscus difernukan
dalam Pasal 28 ayat 1 huruf e vang berbuwyl sebagai berikut ™

“Tanpa izin feriulis Perusahaan menjadi pegawai atsu bekera pada
perusahaan  lain yang  berdampak  merimbulkan  konfiik
kepentingan/conflict of interest dengan Perusahaan™

Dalarn surat Garuda kepada Freddy Franciscus tertanggal 1 Margt 2007
disebutkan bahwa yang bersangkutan telah menpakui babhws felab menjadi
dirgktur di perusshaan lain yaits PT Inde Pebia. Dalam usahanya agar letap
menfadi pegawai Garuda, Freddy Franciscus membantah bahws perusshaan
tempat 13 difantik merupakan perosshaan kompelitor Garuda sehingga seharusnva
ta diperbolehkan untik menjabat disana dengan pemberian ijin tertulis dari
Garuda berupa pengabulan permohonan cuti diluar tanggung perusahaan,

Dengan melakukan analisa terhadap surat menyurat aniara Garuda dengan
Freddy Franciscus terlthal ada benturan kepenlingan dissna Garuda mempunyai

kepentingan agar wibawa fefap lerjaga dengan mempunyva: karyawan vang loval

" |ndenesia, Undang-Unduag teatang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial YU
RNg, 2 LN No. 6 Tabun 2004, pasal 1 ayat 3

® PRB Garmds dengan (SEKARGAS Takun 2004-2006, op.cit, Pasal 28 ayst 1) huruf
(e}

Tinjauan Tentang..., Dzikki Muhammad, FH Ul, 20biivergitas Ingonesia



48

dan praduga bahwa perosahaan tempat Freddy Franciscus diangkat sebagai
Direklur  Ulama adalah perusahaan saingan dan  dapat ferjedi  benturan
kepenfingan® Sementara dari sisi pegawai, Freddy Franciscus mempunyai
kepentingan untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi®® namun juga untuk
menjaga masa depannya karena apabtula CDTP dikebulkan maka ia masib
bersfatus pegawal Garuda sehingae masib dapat mempunyai hak-hak pegawa
Garuda,

Keadaan semakin diperumit dengan dikelvarkan SK Pemnutusan Hubungan
Kena kepada Freddy Franciscus oleh Abacws Indonesia Susky hal vang
sehenarnya dapat menambah masalah karena Freddy Franciscus bukantah pekerja
dart Abacus Indonesia. Dengan kedudukan sebagai pemegang saham mayornias di
Abacus Indonesia, Gearuda mempunyal hak uniek mengendalikan Abacus
Indonesia termasuk dengan cara penempaten pegawai. Dalam penielasan diates
telah disebutkan bahwa mekanisme pencmpaian Freddy Frangiscus diawali
dengan diterbitkannyz Surat Keputusan No (ID/SKEP/3366/03 tentang Perbaniuan
Sdr Freddy Francisous/S20409 pada PT Abszcus Distribution Systemns Indonssia
terlanggal & Mel 2003 yang mana untuk menindaklanjuti perbantuan tersebut
maka Abacus Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No @ ADSUMID/SEEP-
1082/V/A03 tentang pengangkatan Sdr. Freddy Franeisous/10032 sebagai Senior
Mapager Product Support tertanppal 1 Jum 2003,

Surat Kepuiusan vang diterbitkan oleh Abacus Indonesia  tersebut
dikeluarkan dikarenakan adanys perintah dan Pemegang Sabam dalam hal i
Garuda. Namun Abacus mengeloarkan 2 (dua) sural keputusan yang terkait
dengan  Freddy Franciscus yaitn Surat Kepuiusas  No:ADSYMID/SKEP-
1228/MI/G7 tentang Pembebasan Sdr Freddy Franciscus Na Pegawal 100352
sehagal  Sentor  Manager Product  Support dan Surat Kepuiusan
NoADSYMID/SKEP-1229/1107  tentang Pemutusan Hubungan Kers Bdr
Freddy Franciscus No Pegawal 10052, Kedua surat kepulusan lersebut mulai
berlaku terhitung sejak 1 Maret 2007, Secara tidak langsung dengan keluarnya SK

PLihat httpiffwe indopelitnso idarticle.phptpommotile, Indopelita merupuken anak
perusahiman darl PT Peliln Alrways yeng menipaXan sesama perosahoan jass poserhorpen walau
borgerak di pesar yang berbeda dengan (Garuda,

=1 ata Husni, Pesvelesaion Perselisihan Hubungan..., ap.oil, gt 3
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tersebut maka Freddy Franciscus dikembalikan ke Garuda padabal Gareda tidak
pernah menerbitkan dokumen yang berkaiten dengan penarikan Freddy Franciscus
dari status diperbantukan di Garuda Indonesia.

mengakibatkan beraklumyd hak dan kewajiban antara pekerja dan penecussha.
Apabila kita mendengar istilgh PHK, vang biasa tedlintas adalsh pemecatan
sepihak oleh pihak penguseha karena kesalahan pekerja. Karenanys, selama ind
singkatan imi memiliki konotasi negatif. Padahal, kalau menilik definisi di atas
vang diambil dari UU No. 13/2003 tentang Kelenagakerigan, dijelaskan PHK
dapat terjadi karena bermacam sebab. PHK bisa membuiuhkan penetapan
Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) mungkin juga
tidek. Meski begitu, dalam prakiek tidak semua PHK vang butuh penetapan
dilaporkan kepada instansi ketenagakerizan, dikarenakan Hdak perlu ada
penetapan, PHK tidak berujung senghketa hokum, atau karenz pekera {idak
mengatahul hak mereka,

Sebelum Pengaditan Hubungan Industdal berdiri pada 2000, perselisihan
hubungan Indusirial masih ditangani pemerintah lewal Panitia Penyelesaian
Perselisiban  Perburuhan Pusat {P4P) dan Panitiz Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah (P4D) serta Pengadilan Tata Usaha Negara Pemutusan
Hubungan Kerja (PHI) sendin dalam lteratur hukum ketenagakerjaan dibagi

menjadi beberaps macarn: !

a.  Pemutusan Hubungan Kerja oleh Maiikan/pengusaha
b, Pemuotusar Hubungan Kegia oleh burvh/pekera

£

Hubungan Kerja putus demi hukam
d. Pemutusan Hubungan Kerja oich Pengadilan

Dalam kasus Freddy Franciscus mi dapal dikaitkan dengan butir a
penjelasan diatas yaitu pemsutusan hubungan kerja dengan Majikan/pengossha
Namun perlu dipertegas kembali perihal siapa sebenarnya Majikanfpenpgusaha

distrn, Garuda atau Abacus Indonesia Yang dapal dimasukkan ssbagal kategori

* Zainat Asikin, Dasar-dasar Hidum ..., op.sit., tal 175,
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pengusaha adalah Garude sehubungan dengan adanya hubungan herja waktu
tertentu dengan Freddy Franciscus.

Untuk melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, amanat
dari UU No 12 Tahun 2004 adalah dengan mengutamakan adanya musyswah
mufakat diantars para pihak yang bersengketa Mekanisme i dikenal dengan
Torum bipartrit. Pengusaha dan pekerja dapat duduk bersama untuk membicarakan
mengenai perbedisan pendapat yang mengenuka dan dicarikan jalan keluar untuk
menjadi solusi terbaik dalam pemecahan masalah hubungan industrial tersebuf %

Apabila ternyata penggunaan mekanisme bipartrit gagal, maka
penyelesaian perselisthan hubungan industrial dapal menggunakan mekanisme

mediasi vang dilalui dengan tahapan-lahapan sebagai berikut:*

a  Jka perundingan bipartrit gagal, salah satu alau kedua belah
pihak mencatalkan perselisthannya kepada instansi yang
bertangoung  jawab di bidang kelenagakerjaan setempat
dengan melampirkan bukt apaya penyelesaian bipartrit sudah
dilakukarn;

b, Setelah menerinz pencatatan, mstansi yang bertanggung
jawab di bidang ketenagakerjaan wajib menawarkan kepada
para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalu
Konsiiiasi atau arbitrase;

¢. - Jika dalam wakte 7 (tujub) hari pars pibak fidak menetaphan
pilthan, Instansi vyang berlanggung  Jawab di  bidang

ketenagakeriaan melimpahkan penyelesaian kepada mediator.

Garuda sendiri telah mewujudkan adanya mekanigme bipartrit dalam Pasal
24 PKB Garuda dengan SEKARGA  dimana kedudukan amara perusahaan dan
pekerja sangat seimbang dengan jumlah maksimal angpota yang diperbolehkan

%1 atw Husni, Penyelesaion Perselisihan Hubngan... op,cit, hal 33
“ 1bid, bl 62,
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Garuda sendin telah mewujudkan adanva mekanisme bipartrit dalam Pasal
24 PEDB Garuda dengan SEKARGA  dimana kedudukan antara perusabasan dan
pekerja sangat seimbang dengan jumlah maksimal anggota yang diperbolehkan
adalah 20 (dua pulub ) orang® Hal ini memujukkan bahwa secara formal
lembaga bipartrit telah dimiliki oleh CGaruda. Nann yang belum zda disini adafah
adanya aluran mengenai tata cara ataupun prosedur tersebut mengenal pengiciman
dan penempatan pegawal ke anak perusahaannya, Hal tersebut perlu diatur secara
rinci oleh Garuda selaku pengusaha dan juga sebagai induk perusahaan sehingga
ketika muncul kejadian serupa pihak anak perusahaan tidak sampai mengeluarkan
suatu ketetapan yang mempunyai implikasi hukum. Ketentuan tersebut dapat
dimasukkan dalam PKB Garuda Indonesia schingga bisa menjadi acuan bagi
semua pihak yang mempunyai hubungan kerja yang terkait dengan pekerja yang

diperbantukan,

® PKB OGaruda, opait, Pasal 24 ayat 3 Keanggotaan Lembags Kerjasama Bipatric
ditetapkan dat] unsur perusabean dan pegawal dengan kompusisi perbandingso 111 {satu
berbanding sutu} yeng jumishnyz disesuaikan dengan kebuishan dengan ketentuno jumbsh
selutidmive paling sediktit 6 {enam) orang dan sshunyakrsa-banvoknyve adaleh 28 (dospuiuh)
erang”.
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BABY

PENUTUP

A. KESIMPULAN

i

U No, 13 Tshun 2003 fentang Ketenagakeraan maupun peratsran
perundangan lainnyz tidak memberikan keterangan tentang definisi pegawai
vang diperbantukan, namun dengan mengacu pada dalam Pasal 1 ayat (4)
PKB Garuda denpan SEKARGA dimana disebutkan bahwa Pegawai adalah
setiap pria atau wanita yang mempunyal hubungan kerja waktu tidak tertento
dengan perusahaan dan telsh melampasi masa percobaan selama 3 {tiga)
bulan. Bilamana kalimat tersebut dikaitkan dengan Pasal 60 ayat (1) Ul No
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana disitu diterangkan bahwa
Peranjian Kerja Waldu tidak tertentu dapat disyaratkan adaoya masa
percobaan 3 {(tiga) bulan, dapat ditarik sebush kesimpulan bahwa pegawat
yang diperbantukan oleh Garuda indonesia tetap mempunyal payung bukum
yvang mengatur tentang mereks sebubungan dengan staius mereka sebagat
pegawai Garuda yang terikat dengan PKB Garuda dengan SEKARGA.
Kedudukan Ganuda sebagai BUMN adalah sebapai subyek dart Ul No 13
Tahun 2003 temang Ketenagakeriaan sebagaimanz tersebut dalam Pasal 1
ayat 6 hurof a Garuda juga sebagai pengusaba vang mempunyai hubungan
kerja dengan pegawsl vang dipetbantukan. Hak dan kewapban pegawat
(aruda yang diperbantukan tetap dilindungi oleh hukum dikarenakan adanya
pasal yang mengatur mengenai hak dan kewajiban mereka PKB Garoda
dengan SEKARGA dan Peraturan Perusahsan  Abacus  Indonesia.
Sebagaimana diketahui bahwa Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan
Perusahaan merupakan salah satu ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan vyang harus dipatuhi  oleh Pengusaha dan
Pekerja/buruh.

Mekanisme penyelesalan perselisihan hubungan industrigl antara pegawat

yang diperbantukan depgan penpgusaba  telah  mempunyai mekantsme

22
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scbagaimana yang ditctapkan dalam UU No 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrigh, Ut No 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisthan Hubungan Industrial. telah membuka peluang
dilakukannya mediasi dengan mekanisme bipartrit dalam Pasal 3 ayat {1)
schingga tercapai musyawarah mufakat. Garuda sebagai pengusaha telah

mengatur mengenal lembaga bipactrit tersebut dalam Pasal 24 PKB Garuda
B. SARAN-SARAN

1. Para pihak vang berkepentingan dalam masalah hubungan kepegawaian periu
memikirkan kembali untuk dapat merumuskan suatu aturan vang dapat
menjangkau permasalahan pegawal perbantuan. Masalah yvang melibatkan
(Garuda, Abacus Indonesia dan pegawar mereka hanya merupakan salah satu
conteh penhal masalsh yang muncul mengenal pegawal perbantuan, Dalam
lingkup Jain sudah biasa ditemukan mengenai rangkap jabatan atas perintah
kedinasan dimana hal tersebur merupakan potenst masalah yang dapat muncul
sewakiu-wakiu, Aturan main yang jelas skan sangat berguna bagi para pihak
ketika muncul masalah sejenis.

2. Mekanisme penempatan pegawai perbantuan Garuda ke anak perusahaan
harus dibuat secara mepyeluruh, Dimulai dari proses penempatan sampal
dengan proses penarikan pegawal tersebut, siapa yang berhak untuk
mengajukan proses penarikan pegawai. Garuds sebagal pengusaba dan
perusahaan induk mempunyat tanggung untuk membuat ketentuan tersebut
dan menginformasikannya kepada pihak yang terlibat. Hal iu guna

memperielas mekanisme dan tata cara apabila kasus serupa terjadi.
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